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BMKG: Waspada Bencana 
Hidrometeorologi Pada 

Masa Pancaroba
SULTENG RAYA  - Badan Meteorologi 

klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun 
Meteorologi Kelas II Mutiara Sis-Aljufri men-

gatakan warga Sulawesi Tengah (Sulteng) 
perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi 

saat peralihan musim atau pancaroba.

 "Saat ini terjadi peralihan 
musim, sebagian besar dae-
rah di Sulteng masuk musim 

hujan pada November men-
datang," kata Kepala BMKG 
Kelas Stasiun Meteorologi 

Kelas II Mutiara Sis-Aljufri 
Palu Nur Alim di Palu, 
Kamis.

 Ia menjelaskan peralihan 
musim kemarau menuju 
musim penghujan terjadi 
cuaca ekstrem di sejumlah 
wilayah. Oleh sebab itu ma-
syarakat perlu mewaspadai 
khususnya warga yang ber-
mukim di sekitar bantaran 
sungai dan lereng gunung 

dengan meningkatkan mi-
tigasi bencana.

 Prakiraan BMKG, kata 
dia, wilayah-wilayah ban-
taran sungai dan sekitar le-
reng terkena dampak banjir 
bandang maupun tanah 
longsor.

 Selain itu menurut ca-
tatan BMKG, daerah domi-
nan terlambat memasuki 
musim kemarau berada di 

Kabupaten Morowali, ka-
bupaten tersebut baru akan 
mengalami kemarau pada 
November nanti. "Kondisi 
ini dipengaruhi oleh to-
pografi," ujarnya.

Hadianto - Imelda
Usung Visi  Pembangunan 

Kota Palu Mantap 
Berkelanjutan

BI Sulteng Catat Kinerja Industri 
Pengolahan Masih Tumbuh Positif

PASANGAN  Calon Wali Kota - Wakil Wali Kota  Palu, Hadianto Rasyid 
- Imelda Liliana Muhidin. FOTO: IST

SULTENG RAYA - Pa-
sangan  Calon Wali Kota 
- Wakil Wali Kota  Palu, 
Hadianto Rasyid - Imelda 
Liliana Muhidin  men-
gusung Visi Pembangunan 
Kota Palu Mantap Berke-
lanjutan yang akseleratif, 
inovatif dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan 
Hadianto Rasyid dalam 
debat publik pertama pa-

sangan Calon Wali Kota 
dan Wakil Wali kota Palu 
pada Pilkada 2024, Senin 
malam (21/10/2024).

Debat Publik yang di-
laksanakan oleh KPU Kota 
Palu ini mengangkat Tema 
menyejahterakan masy-
arakat dan memajukan 
Kota Palu.

SULTENG RAYA  - Bank 
Indonesia perwakilan Su-
lawesi Tengah mencatat 
kinerja lapangan usaha dari 
industri pengolahan, masih 
tumbuh positif selama tahun 
2024.

"Pada triwulan II tahun 
2024 (TW II-2024), sektor 
industri pengolahan di Sul-
teng mencatatkan pertum-
buhan positif sebesar 18,71 
persen. Meskipun lebih ren-
dah dibandingkan dengan 
TW I-2024 yang mencapai 
21,27 persen," kata Kepala 
BI Sulteng Rony Hartawan 
di Palu, Kamis.

Kata dia, ekonomi Sulteng 
TW II-2024 tetap tumbuh 
positif sebesar 9,75 persen 
secara tahunan. Pertumbu-
han itu melambat diban-
dingkan dengan TW I-2024 
sebesar 10,49 persen. 

Dia menjelaskan, indusri 
pengolahan masih menjadi 
penggerak penting bagi pe-
rekonomian Suteng. Lanjut 
dia, industri pengolahan 
merupakan salah satu kate-
gori lapangan usaha yang 
menyusun Produk Domes-
tik Regional Bruto (PDRB). 
Industri pengolahan juga 
berkaitan dengan sektor per-

KEPALA Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Tengah Rony Hartawan saat memaparkan materi terkait pertumbuhan 
ekonomi Sulteng dalam acara Central Celebes Strategic Forum (Celestrium) di Palu, Jumat (26/7/2024). FOTO: ANTARA/MOH RIDWAN

tambangan dan penggalian, 
khususnya produksi nikel 
pig iron (NPI).

Berdasrkan laporan 

Shanghai Metal Markets 
(SMM), pada tahun 2024, 
direncanakan pengope-
rasian 20 lini smelter pi-

rometalurgi untuk me-
ningkatkan produksi NPI. 
Terdiri dari 12 smelter di 
Kabupaten Morowali dan 

8 smelter di Kabupaten 
Morowali Utara. 

■■ Baca Baca  BI SULTENGBI SULTENG... ... Hal. 7Hal. 7Sambut Hari Listrik 
Nasional ke-79, PLN 
UP3 Manado Gelar 

Donor Darah

KEGIATAN sosial donor darah sebagai bagian dari perayaan 
Hari Listrik Nasional (HLN) ke-79. Kegiatan yang berlangsung 
di Kantor PLN UP3 Manado diikuti oleh pegawai serta mitra 
kerja PLN UP3 Manado. FOTO : PLN UID SULUTTENGGO

SULTENG RAYA - PT 
PLN (Persero) Unit Pe-
laksana Pelayanan Pelang-
gan (UP3) Manado bersama 
dengan Dewan Pimpinan 
Daerah Serikat Pekerja Unit 
Induk Distribusi (UID) Su-
lawesi Utara, Tengah, dan 

Gorontalo (Suluttenggo) 
sukses menyelenggarakan 
kegiatan sosial donor darah 
sebagai bagian dari pera-
yaan Hari Listrik Nasional 
(HLN) ke-79. 

Akademisi Harap Investasi 
di Sulteng Tingkatkan 
Kesejahteraan Rakyat

Sosialisasikan Operasi Zebra, Kasat Lantas Morut 
Edukasi Pelajar dan Guru di Sekolah

KASATLANTAS Polres Morut AKP Budi Prasetyo, S.H Menjadi Pembina Upacara di SMA 2 Petasia, 
Senin (21/10/2024). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Hari 
kedelapan pelaksanaan 
Operasi Zebra Tinombala 
2024, Satuan Lalu Lintas 
Polres Morowali Utara yang 
dipimpin langsung oleh 
Kasatlantas Polres Morowali 
Utara AKP Budi Prasetyo, 
S.H. melaksanakan sosia-
lisasi dan imbauan tertib 
berlalu lintas kepada siswa 
siswi SMA 2 Petasia, Senin 
(21/10/2024).

Menjadi Pembina Upa-
cara, Kasatlantas menyam-

paikan kepada para guru, 
staf serta siswa siswi SMA 2 
Petasia yang hadir,  bahwa 
Polri khususnya Polres Mo-
rowali Utara saat ini sedang 
menggelar Operasi Zebra 
Tinombala 2024 dengan 
sasaran pelanggaran lalu 
lintas.

"Kehadiran kami disini 
ingin menyampaikan bahwa 
Polres Morowali Utara se-
dang menggelar Operasi 

SULTENG RAYA - Aka-
demisi dari Universitas 
Tadulako (Untad) Palu 

Eko Joko Lelono 
b e r h a r a p 

besarnya 
investasi 

y a n g 
m a -

s u k 
d i 

Sulawesi Tengah (Sulteng), 
dapat meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat.

"Kami berharap semakin 
besar investasi, semakin 
terbuka peluang lapangan 
kerja," kata Eko Joko Lelono 
di Palu, Kamis.

Dia menjelaskan investasi 
di Sulteng masih didomi-
nasi oleh Sektor pengolahan, 
pertambangan dan peng-
galian. Investasi di sektor 
itu membutuhkan tenaga 

kerja dengan keterampilan 
khusus. Selain itu, investasi 
masuk masih bersifat pada 
modal, bukan padat karya.

"Yang menjadi pekerjaan 
rumah pemerintah daerah, 
bagaimana investasi itu, 
bisa meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat, khu-
susnya membuka lapangan 
kerja yang seluas-luasnya," 
katanya menegaskan.

Yang menjadi peker-
jaan rumah pemerintah 

daerah, bagaimana 
investasi itu, bisa 

meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat, 
khususnya membuka 
lapangan kerja yang 

seluas-luasnya.

NUR ALIM
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SULTENG RAYA - Bank 
Indonesia (BI) memperpan-
jang sejumlah kebijakan 
pelonggaran makropru-
densial hingga 31 Desember 
2025. Salah satu di antaranya 
adalah uang muka (DP) 
kredit properti sebesar 0%.

Gubernur BI Perry War-
jiyo mengatakan pelongga-
ran kebijakan makropru-
densial ini dilakukan untuk 
mendorong pertumbuhan 
kredit dan mendukung per-
tumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Semula ke-
bijakan ini akan berakhir 31 
Desember 2024.

“Bank Indonesia melan-
jutkan ketentuan Loan to 
Value/Financing to Value 
(LTV/FTV) kredit/pembia-
yaan properti paling tinggi 
100% dan Uang Muka Kre-
dit/Pembiayaan Kendaraan 

Bermotor Bank paling ren-
dah 0% hingga Desember 
2025,” tulis pengumuman BI 
dalam Instagram resminya, 
Kamis (24/10/2024).

Sebagai informasi, LTV 
adalah rasio jumlah pinjaman 
dengan nilai aset yang dibeli 
dengan pinjaman tersebut. 
Dengan LTV 100%, artinya 
nasabah kredit pemilikan 
rumah (KPR) bisa mendapat-
kan pinjaman senilai 100% 
harga rumah yang akan di-
beli alias tanpa uang muka.

Sebelumnya, BI melapor-
kan pertumbuhan kredit se-
besar 10,85% secara tahunan 
(yoy) per September 2024. 
Dari sisi penawaran, per-
tumbuhan kredit dua di-
git didukung oleh minat 
penyaluran yang terjaga 
seiring dengan berlanjutnya 
realokasi alat likuid dan du-

kungan Kebijakan Insentif 
Likuiditas Makroprudensial 
(KLM) BI.

Pertumbuhan kredit ter-
sebut diikuti dengan rasio 
kredit bermasalah atau non-
performing loan (NPL) gross 
2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, 
pembiayaan syariah tumbuh 
11,37% yoy, sedangkan kre-
dit UMKM tumbuh 5,04% 
yoy. Pertumbuhan UMKM 
membaik dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keu-
angan diklaim terjaga sei-
ring dengan likuiditas yang 
memadai, terlihat dari alat 
likuid per dana pihak ketiga 
(AL/DPK) pada September 
2024 sebesar 25,22%. Lalu ra-
sio kecukupan modal (CAR) 
per Agustus 2024 sebesar 
26,69%. DTC

SULTENG RAYA – PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 
BRI terus memperkuat komitmennya 
dalam mendorong pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) melalui berbagai inisiatif 
strategis. 

Salah satu bentuk dukungan ter-
sebut diwujudkan melalui penye-
lenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN 
yang diadakan di Area Taman BRI, 
Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

Acara ini diikuti oleh Sayat yang 
merupakan salah satu UMKM bin-
aan BRI yang menghasilkan produk 
unggulan dari Kabupaten Kubu 
Raya, Kalimantan Barat, yaitu Ke-
ripik Ubi Jalar. Produk tersebut 
merupakan bagian dari Program 
Unggulan Kawasan Perdesaan (Pru-
kades).

Keripik Ubi Jalar dari Kubu Raya 
merupakan inovasi lokal yang me-
manfaatkan sumber daya alam yang 
melimpah di daerah tersebut. Pen-
gembangan produk ini berawal dari 
kondisi harga ubi jalar yang terus 
menurun, sehingga mendorong para 
pelaku UMKM untuk menciptakan 
nilai tambah melalui pengolahan 
produk mentah menjadi camilan 
bernilai tinggi.

Dengan pendampingan dan pem-
biayaan dari BRI, UMKM ini berhasil 
meningkatkan kualitas produk, 
memperluas pasar, serta memberda-
yakan masyarakat lokal, khususnya 
ibu-ibu rumah tangga yang berperan 

dalam proses produksi. Produk ke-
ripik berbahan baku ubi jalar diban-
derol Rp10.000 per kemasan. 

Selain berpartisipasi dalam bazaar 
ini, UMKM Keripik Ubi Jalar Kubu 
Raya juga merasakan manfaat dari 
program Desa BRILiaN yang mem-
berikan mereka akses pasar yang 
lebih luas melalui platform digital 
dan dukungan pemasaran yang 
diberikan oleh BRI. 

“Dukungan tersebut tidak hanya 
berupa pembiayaan, tetapi juga 
kemudahan transaksi melalui BRI-
mo dan sistem pembayaran digital 
berbasis QRIS, yang membantu 
memperlancar operasional bisnis. 
Mantri pendamping juga secara 
aktif memberikan edukasi menge-
nai kemudahan dan pentingnya 
melakukan transaksi secara digital,” 
ujar Sayat.

“Alhamdulillah sampai saat ini 
kami didampingi oleh BRI, khusus-
nya mantri untuk bisa mendapatkan 
link promosi dan penjualan produk 
kami,” ujar Sayat menambahkan. 

Sayat berharap BRI dapat terus 
menjadi mitra UMKM Indonesia. 
“Harapannya BRI dapat terus menja-
lin sinergi dengan kami pelaku usaha 
di desa”, jelasnya.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak ha-
nya berfungsi sebagai sarana untuk 
memperkenalkan produk-produk 
Klaster UMKM kepada masyarakat 
luas, tetapi juga menjadi bukti nyata 
komitmen BRI dalam memberikan 

pendampingan yang komprehensif 
kepada pelaku UMKM. 

Melalui berbagai kegiatan edukasi, 
BRI terus mendorong para pelaku 
usaha mikro untuk memanfaatkan 
teknologi dan inovasi guna mening-
katkan daya saing produk lokal. Se-
nior Executive Vice President (SEVP) 
Ultra Mikro BRI Muhammad Candra 
Utama mengapresiasi pencapaian 
Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar ini. 

“Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar 
di Kubu Raya merupakan contoh 
nyata bagaimana potensi lokal dapat 
dioptimalkan menjadi produk yang 
memiliki daya saing. Melalui pen-
dampingan intensif dari BRI, UMKM 
ini mampu tumbuh dan merambah 
pasar yang lebih luas. Kami yakin 
dengan inovasi yang terus berke-
lanjutan serta perluasan akses pasar, 
usaha ini akan menjadi salah satu 
motor penggerak ekonomi lokal 
yang signifikan,” ungkapnya.

Melalui program pendampin-
gan berkelanjutan, BRI berharap 
produk keripik ubi jalar ini dapat 
terus berkembang dan memberikan 
kontribusi nyata bagi pertumbuhan 
ekonomi, baik di tingkat lokal mau-
pun nasional.

BRI berkomitmen untuk terus 
mendukung UMKM di seluruh 
Indonesia melalui layanan pembia-
yaan, pendampingan, serta pelatihan 
yang bertujuan membantu UMKM 
naik kelas dan berkontribusi pada 
perekonomian nasional. RHT SULTENG RAYA - Pe-

rubahan iklim dan potensi 
munculnya penyakit baru 
pada tanaman dapat menja-
di ancaman serius terhadap 
ketahanan pangan nasional. 
Hal ini terungkap dalam 
diskusi bertajuk “Kesehatan 
Tanaman sebagai Faktor 
Kunci dalam Mendukung 
Ketahanan Pangan Negeri” 
yang digelar di IPB Interna-
tional Convention Center.

Diskusi dihadiri oleh ber-
bagai pemangku kepentin-
gan, seperti Dekan Fakultas 
Pertanian IPB University, 
akademisi, Kementerian 
Pertanian, Badan Karatina 
Indonesia, industri agrikul-
tura, hingga petani. Hadir 
pula puluhan praktisi per-
tanian dari berbagai daerah 
di Indonesia secara online. 

Profesor Sri Hendrastuti 
Hidayat dari Departemen 
Proteksi Tanaman, Fakultas 
Pertanian IPB University 
mengatakan dalam catatan 
sejarah penyakit tanaman 
pernah memicu sejumlah 
kejadian kelaparan. Sebagai 
misal penyakit yang menye-
rang tanaman kentang di 
Irlandia, penyakit bercak 
coklat pada tanaman padi 
di India dan serangan virus 
pada tanaman singkong di 
Uganda.

Kegagalan panen di se-
jumlah negara tersebut me-
micu bencana kemanusi-
aan akibat berkurangnya 
sumber makanan pokok. 
“Penyakit tanaman bersifat 
dinamis di mana penyakit 
yang sebelumnya sudah 
aman-aman dan bisa di-
kendalikan suatu saat bisa 
muncul kembali dan me-
nimbulkan permasalahan,” 
ujar dia. 

“Kita harus punya cara 
melakukan mitigasi dan 
strategi pengelolaannya. 
Sekali lagi, gangguan kese-
hatan tanaman ini penting 

sekali karena berpotensi 
secara signifikan terhadap 
ketahanan pangan,” kata 
pakar fitopatologi yang ak-
rab disapa Profesor Asti ini 
menambahkan.

Hal yang sama disam-
paikan oleh Dr Ir Bambang 
Budhianto, perwakilan dari 
Masyarakat Perbenihan 
dan Perbibitan Indonesia 
(MPPI). Menurutnya, an-
caman serangan hama dan 
penyakit berdampak langs-
ung berupa kehilangan hasil 
panen.

Sebagai contoh kehilan-
gan hasil panen tanaman 
hortikultura yang diakibat-
kan serangan hama berkisar 
antara 46 persen hingga 100 
persen atau gagal panen. 
“Ancaman serangan hama 
dan penyakit ini paling di-
takutkan oleh para petani,” 
ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan 
oleh Adi Suryadi petani 
asal Karawang yang pernah 
mengalami gagal panen 
ketika menanam tanaman 
kacang panjang. Adi men-
ceritakan ketika sebagian 
tanamannya terserang virus, 
hampir seluruh tanaman 
yang ditanam di area seluas 
1,5 ha tidak terselamatkan 
dan rusak. Virus yang diba-
wa oleh serangga tersebut 
dengan cepat menyebar 
sehingga sulit untuk diken-
dalikan.

Belajar dari pengalaman 
tersebut, Adi saat ini me-
lakukan berbagai langkah 
antisipatif agar kerugian 
besar yang pernah dialami 
tidak terulang kembali. Be-
berapa hal yang dilakukan 
di antaranya adalah den-
gan melakukan pengolahan 
lahan dengan baik, pemu-
pukan dan pengendalian 
hama melalui pengamatan 
tanaman setiap hari hingga 
menggunakan benih unggul 
yang tahan terhadap penya-

kit termasuk virus.
Menurut Bambang Budhi-

anto dari MPPI, penggunaan 
benih unggul berkualitas 
adalah salah satu kunci un-
tuk mencegah serangan 
penyakit pada tanaman. Pa-
salnya, benih unggul diha-
silkan dari proses pemuliaan 
tanaman di mana hasilnya 
adalah varietas tanaman 
yang lebih tahan terhadap 
kondisi lingkungan yang ti-
dak menguntungkan, misal-
nya tahan terhadap hama 
dan penyakit tertentu.

Selain itu, benih unggul 
yang berkulitas juga telah 
mendapatkan perlakuan 
khusus atau seed treatment 
dengan fungisida atau in-
sektisida bahkan kombinasi 
dari keduanya, sehingga 
mendesinfeksi benih dari 
organisme patogen yang 
terbawa benih atau yang 
terbawa tanah.

“Diperkirakan pada tahun 
2027 industri seed treatment 
dunia akan mencapai 9,2 
miliar dolar AS. Angka ini 
sangat besar karena mening-
katnya kebutuhan benih ber-
kualitas dan setiap negara 
memiliki kebutuhan untuk 
menjamin ketahanan pan-
gan mereka,” kata Bambang.

Namun, kunci pengen-
dalian penyakit baru dan 
“emerging disease” tana-
man yang mengancam 
ketahanan pangan tidak 
hanya pada benih berkua-
litas. Kolaborasi dan sinergi 
antar berbagai pemangku 
kepentingan bahkan sangat 
esensial.

Dengan membangun ja-
ringan yang kuat dan sa-
ling mendukung, kita dapat 
menciptakan sistem pertani-
an yang lebih resilien, pro-
duktif, dan berkelanjutan. 
Dengan demikian, kesejah-
teraan petani dan ketahanan 
pangan dapat terjaga untuk 
generasi mendatang. ROL

SULTENG RAYA - Menurut riset 
Inventure 2024 pinjaman online 
(pinjol) semakin populer di kalangan 
Gen Z di Indonesia. Bahkan survei 
menunjukkan 34 persen Gen Z me-
manfaatkan pinjol untuk berbagai 
kebutuhan, namun sebagian besar 
penggunaannya berhubungan den-
gan gaya hidup konsumtif.

Masih berdasarkan survei yang 
sama, 61 persen responden Gen Z 
menggunakan pinjol untuk mem-
beli gadget, sementara 35 persen 
lainnya memanfaatkan pinjaman 
untuk belanja kebutuhan fesyen se-
perti baju, sepatu, dan tas. Sisanya, 
23 persen dari Gen Z memanfaat-
kan pinjol untuk kegiatan rekreasi 
seperti nongkrong dan liburan.  
“Temuan ini mencerminkan kecen-

derungan unik di kalangan Gen Z 
yang lebih memprioritaskan gaya 
hidup masa kini tanpa memikirkan 
dampak finansial di masa depan,” 
ujar Senior Business Analyst ujar 
Gilang Brilian dalam acara Indo-
nesia Industry Outlook (IIO) 2025 
yang diikuti secara daring, Rabu 
(23/10/2024).

Direktur Utama BRI Finance Wa-
hyudi Darmawan menambahkan, 
ketergantungan Gen Z pada pinjol 
didorong oleh tiga faktor utama. 
Pertama, rendahnya literasi keu-
angan di kalangan mereka. Kedua, 
adanya tekanan sosial yang tinggi 
atau Fear of Missing Out (FOMO). 
Ketiga, kemudahan akses terhadap 
pinjaman online yang jauh lebih 
sederhana dibandingkan produk 

keuangan lainnya. 
“Berbeda dengan layanan seperti 

paylater atau kartu kredit yang 
diatur dengan regulasi ketat, pinjol 
masih memiliki celah dalam regulasi 
dan transparansi, yang membuatnya 
lebih mudah diakses oleh masyara-
kat, khususnya generasi muda,” jelas 
Wahyudi.

Sehingga muncul fenomena gaya 
hidup konsumtif dan karakteristik 
Gen Z yang identik dengan seeking 
new experience yang tidak disertai 
dengan literasi keuangan yang 
memadai dan kemudahan akses. 
Akibatnya, banyak Gen Z yang 
terjebak dalam siklus utang yang 
sulit dihindari, mengakibatkan ri-
siko jangka panjang pada stabilitas 
keuangan mereka. ROL

Penyakit Baru dan Emerging Disease 
Ancam Ketahanan Pangan Nasional

BI Perpanjang 
Insentif DP 0% 
Rumah Sampai 2025

BANK Indonesia. FOTO: RACHMAN HARYANTO

Survei Ungkap Kenapa 
Gen-Z Suka Pakai Pinjol

SAYAT, pelaku UMKM dengan produk berbahan dasar ubi jalar yang jadi binaar BRI. FOTO: DOK. BRI

UMKM Ubi Jalar Ini Rasakan Manfaat 
Pendampingan BRI dan Desa BRILiaN

ILUSTRASI pay later. FOTO: FREEPIK
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SULTENG RAYA - Asisten 
Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Setda 
Kota Palu, Usman, mengha-
diri kegiatan Sosialisasi Un-
dang-undang No. 18 Tahun 
2019 tentang Pesantren, Ka-
mis (24/10/2024). 

Acara tersebut berlangsung 
di Aula Universitas Alk-
hairaat Palu dan dihadiri oleh 
sejumlah tokoh pendidikan, 
serta perwakilan pesantren 
di wilayah Kota Palu.

Dalam sambutannya, Asis-
ten Usman menyampaikan 
pentingnya peran pesantren 
sebagai lembaga pendidikan 
yang tidak hanya fokus pada 
pengajaran agama, tetapi juga 
dalam membentuk akhlak 
mulia dan memperkuat sum-
ber daya manusia yang akan 
menjadi pemimpin masa 
depan.

“Pesantren sebagai lem-
baga pendidikan mengajar-
kan banyak hal, termasuk 
memperbaiki akhlak dan 
menguatkan sumber daya 
manusia yang kelak menjadi 
pemimpin-pemimpin masa 
depan. Kita patut berbang-
ga karena banyak jebolan 
pesantren yang telah menjadi 
pemimpin di tingkat nasional 
maupun daerah,” ujar Asis-
ten Usman.

Asisten juga berharap den-
gan adanya Undang-undang 
No. 18 Tahun 2019, kualitas 
pesantren di Indonesia, khu-

SULTENG RAYA - PT 
Midi Utama Indonesia Tbk 
atau Alfamidi menggan-
deng SGM Eksplor men-
yalurkan 33 paket buku 
bacaan ke 33 titik sekolah 
yang tersebar di seluruh ca-
bang Alfamidi terutama 11 
cabang diantaranya Kenda-
ri, Bitung, Bekasi, Boyolali, 
Medan, Pasuruan, Sama-
rinda, Makassar, Manado, 
Palu, dan Ambon.

“Penyaluran ini bertujuan 
mengajak masyarakat lebih 
peduli terhadap pendidikan 
anak-anak dan pentingnya 
literasi sejak dini. Inisiatif 
ini merupakan bagian dari 
komitmen program corpo-
rate social responsibility 
(CSR) Alfamidi untuk ber-
kontribusi dalam mening-
katkan kualitas pendidikan 
di Indonesia,” kata Branch 
Manager Alfamidi Cabang 
Palu, Deni Firmanto Imran, 
Rabu (24/10/2024).

Khusus area Palu, penyer-
ahan buku bacaan dilaku-
kan di tiga sekolah yakni TK 
Nurul Ikhlas, Tunas Rimba, 
dan Ar Rahman Mamboro.

Dia mengatakan, setiap 
paket buku terdiri dari ber-
bagai jenis bacaan yang 
tentunya sesuai untuk anak-
anak. Diharapkan, hadirnya 
buku itu dapat memicu rasa 
ingin tahu dan semangat 
belajar di sekolah-sekolah 
tersebut.

“Kami percaya bahwa 
membaca adalah fondasi 

SULTENG RAYA - Pjs. 
Wali Kota Palu, Muchsin 
Husain Pakaya, SE., M.Si., 
beserta istri menghadiri 

Upacara Peringatan Hari 
Ulang Tahun ke-11 Kabupa-
ten Morowali Utara pada 
Rabu (23/10/2024). 

ASISTEN Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Usman pada kegiatan Sosialisasi Undang-undang No. 18 
Tahun 2019 tentang Pesantren, di Aula Universitas Alkhairaat Palu, Kamis (24/10/2024). FOTO: ISTIMEWA

Peran Pesantren Penting 
Membentuk Akhlak Mulia

susnya di Kota Palu, dapat 
semakin meningkat, baik 
dari segi pengajaran, sarana 
prasarana, maupun mutu 
lulusan.

Kegiatan sosialisasi ter-
sebut diharapkan mampu 
memberikan pemahaman 

yang lebih baik mengenai 
regulasi yang mengatur 
penyelenggaraan pesantren, 
sehingga pesantren dapat 
terus berkontribusi dalam 
mencetak generasi unggul 
yang berakhlak mulia dan 
berdaya saing tinggi. RHT

SUASANA upacara peringatan HUT ke-11 Kabupaten Morowali 
Utara. FOTO: ISTIMEWA

Upacara yang berlangs-
ung khidmat ini diseleng-
garakan di pelataran Kantor 
Bupati Morowali Utara dan 
dihadiri oleh sejumlah pe-
jabat penting dari berbagai 
daerah.

Tampak hadir dalam 
upacara tersebut anggota 
DPD RI, anggota DPRD 
Kabupaten Morowali Utara, 
serta unsur Forkopimda 
setempat. 

Mereka turut serta meme-
riahkan peringatan penting 
bagi Kabupaten Morowali 
Utara yang telah genap be-
rusia 11 tahun.

Dalam kesempatan itu, 
Pjs. Bupati Morowali Utara, 
Dr. Farid R. Yotolembah, 

M.Si., bertindak sebagai 
pembina upacara. 

Pjs. Bupati Farid menyam-
paikan rasa syukur atas 
perkembangan kabupaten 
ini selama 11 tahun terakhir, 
serta mengajak semua pihak 
untuk terus bekerja sama 
dalam memajukan daerah 
dan meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat.

Peringatan HUT ke-11 
Kabupaten Morowali Utara 
ini tidak hanya menjadi 
ajang peringatan, tetapi juga 
momen penting bagi seluruh 
elemen masyarakat untuk 
mempererat persatuan dan 
sinergi dalam membangun 
daerah ke arah yang lebih 
baik. RHT

Pjs. Wali Kota Menghadiri 
Peringatan HUT ke-11 Morut

MANAJEMEN Alfamididan SGM sinergi dalam bidang pendidikan memberikan buku bacaan ke-
pada anak-anak di 3 sekolah yakni TK nurul ikhlas, tunas rimba, dan ar rahman mamboro, Rabu 
(24/10/2024). FOTO: ALFAMIDI BRANCH PALU 

Dorong Literasi Anak, Alfamidi Gandeng 
SGM Eksplor Salurkan Buku Bacaan

penting untuk pendidikan 
yang berkualitas. Dengan 
buku-buku ini, diharapkan 
dapat menumbuhkan minat 
baca di kalangan anak-anak 
yang nantinya bisa berkon-
tribusi pada perkembangan 
kognitif dan kreativitas me-
reka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Deni Firman-
to Imran mengajak seluruh 
elemen masyarakat ber-
kolaborasi dalam mendu-
kung pendidikan anak-anak. 
Sebab, perubahan besar 
dimulai dari langkah-lang-
kah kecil yang dilakukan 
bersama.

“Kami (Alfamidi) per-
caya bahwa setiap anak 
berhak mendapatkan akses 
ke sumber belajar yang ber-
kualitas salah satunya buku. 
Karena pendidikan yang 
baik adalah kunci untuk 
membuka potensi mereka. 
Kami ingin menciptakan 
lingkungan yang inspiratif, 
di mana setiap anak dapat 
mengeksplorasi pengetahu-
an dan mengembangkan 
minat baca mereka,” tam-
bahnya.

Alfamidi dan SGM Ek-
splor meyakini investasi 
dalam pendidikan adalah 

investasi untuk masa depan 
yang lebih baik. 

Alfamidi berkomitmen 
terus berkontribusi dalam 
menciptakan lingkungan 
yang mendukung pertum-
buhan dan perkembangan 
anak-anak. Memastikan 
bahwa anak-anak memili-
ki kesempatan yang sama 
untuk mencapai potensi 
mereka. 

Dengan semangat kola-
borasi dan kepedulian itu, 
Alfamidi berharap dapat 
memberikan dampak posi-
tif dan berkelanjutan bagi 
masyarakat. HJ
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Pilihan warna baru Vic-
tory Matte Black baik pada 
tipe ABS maupun STD 

FOTO: New CBR150R

Motor Sport Honda 
Terlaris New CBR150R 
Tampil Makin Agresif

dan mudah dikendalikan 
untuk penggunaan seha-
ri-hari.

“Pilihan terbaru New 
CBR150R semakin mening-
katkan rasa percaya diri 
pengendaranya saat men-
jalani  aktivitas sesuai gaya 
hidup yang dimiliki. Res-
ponsif saat dikendarai dan 
performa mesin yang handal 
di kelasnya, berpadu dalam 
tampilan layaknya big bike 
menjadikan pengendaranya 
pusat perhatian di jalanan,” 
ungkap Octa.

Menjadi sepeda motor 
sport fairing dengan bobot 
teringan di kelasnya, New 
CBR150R memberikan gaya 
berkendara yang ”racy” di-
tunjang dengan penyematan 
Separated Function Fork - 
Big Piston (SFF-Big Piston) 
inverted front suspensi-
on. Komponen ini sanggup 
memberikan rasa nyaman, 
membuat sepeda motor 
yang lebih stabil saat berken-
dara harian, terutama saat 
melaju dengan kecepatan 
tinggi. Penyematan suspensi 
tersebut membuat handling 
semakin lincah, menegaskan 
model ini sebagai sepeda 
motor sport full fairing den-
gan kendali terbaik yang 
menyatu pada kebutuhan 
kaum urban.

Performa tingginya di-
topang oleh mesin 150 cc 
DOHC berpendingin cairan, 
mampu mengeluarkan te-
naga maksimal hingga 12,6 
kW (17,1 PS) @9.000 rpm 
dan torsi puncak 14,4 Nm 
@7.000 rpm. Dipadukan 
dengan transmisi 6-per-
cepatan, dapur pacu ini 
sanggup membawa New 
CBR150R melaju dari 0-200 
meter hanya dengan 10,6 de-
tik dan kecepatan maksimal 
mencapai 127 km/jam.

Fi tur  Ass is t/Sl ipper 
Clutch menjadi bagian dari 
New CBR150R yang sang-
gup meningkatkan sensasi 
berkendara menyenangkan. 
Fitur ini berfungsi mencegah 
ban belakang selip yang di-
sebabkan oleh engine brake 
saat penurunan gigi secara 
ekstrem. Melalui pengapli-
kasian fi tur ini, pengendara 
juga dapat merasakan peng-
operasian kopling yang jauh 
lebih ringan.

New CBR150R tetap di-
tunjang dengan banyak fi tur 
unggulan lain, termasuk 
adanya Anti-lock Braking 
System (ABS) yang diser-
tai Emergency Stop Signal 
(ESS). Fitur ini sudah di-
terapkan pada beberapa 
model Big Bike, berfungsi 
mengaktifkan lampu sein 
kanan-kiri secara bersamaan 
saat melakukan rem men-
dadak.

Fitur unggulan lain, yakni 
mempertahankan Wavy 
Disc Brake yang memper-
tegas penampilan sporty. 
Semua informasi yang dike-
hendaki pengendara ditam-
pilkan melalui panel meter 
ramping full digital yang 
mudah dilihat.

AHM memasarkan New 
CBR150R tipe STD warna 
Victory Matte Black dengan 
harga OTR Jakarta

Rp38.570.000. Sedang-
kan pilihan warna Honda 
Racing Red dan Honda Tri-
color dijual dengan harga 
Rp39.280.000. Pada tipe ABS, 
warna Victory Matte Black 
dibanderol Rp42.590.000, 
sementara untuk Honda 
Tricolor dijual seharga 
Rp43.300.000.*/YAN

mengombinasikan warna 
hitam matte dan merah yang 
semakin memberi kesan 
gagah layaknya motor big 
bike. Keseluruhan varian 
pada New CBR150R kini 
juga mendapatkan striping 
terbaru berkonsep speedy, 
memperkuat siluet tajam 
yang semakin agresif pada 
setiap lekukan bodinya. 

Menemani pilihan warna 
Victory Matte Black, varian 
Honda Tricolor dan juga 
Honda Racing Red yang 
kini memiliki undercowl 
berwarna hitam tetap diper-
tahankan untuk versi STD. 
Sementara pada versi ABS 
warna baru Victory Matte 
Black juga dilengkapi den-
gan warna Honda Tricolor.

D i r e k t u r  M a r k e t i n g 
AHM, Octavianus Dwi 
Putro, menyatakan New 
CBR150R yang mengusung 
desain tampilan layaknya 
big bike terus disegarkan 
untuk memenuhi keinginan 
konsumen akan motor sport 
fairing dengan fi tur canggih 

SUTENG RAYA – PT Astra Honda Motor 
(AHM) menghadirkan penyegaran tampilan 
yang semakin sporti dan agresif pada salah 
satu sepeda motor sport terlarisnya, New 
CBR150R. Kombinasi konsep Total Control 
yang optimal antara performa tinggi dengan 
karakternya yang lincah, berduet dengan 
warna dan desain striping terbaru menjadi-
kan New CBR150R sebagai partner berken-
dara membanggakan sesuai gaya hidup para 
pecinta kecepatan.

SULTENG RAYA - Ka-
polda Sulteng, Irjen Pol. 
Dr. Agus Nugroho melaku-
kan sidak beberapa lokasi 

pengamanan Pilkada 2024, 
Ahad (20/10/2024).

Kapolda Irjen Pol. Dr. 
Agus Nugroho yang didam-

PASTIKAN SITUASI AMAN

Kapolda Sulteng Sidak Lokasi Pengamanan Pilkada 2024
pingi ajudan dan beberapa 
staf Spripim terlebih dahulu 
mendatangi Posko OMP 
Tinombala 2024 di Polda 
Sulteng. Kepala Posko dan 
beberapa perwira dan ang-
gota sigap saat Kapolda 
Sulteng memasuki Posko. 
Situasi kamtibmas dan pe-
laksanaan rencana kampa-
nye dilaporkan Kaposko 
kepada Kapolda Sulteng.

K a p o l d a  S u l t e n g 
menyampaikan ucapan 
terima kasih dan meme-
rintahkan mengikuti dan 
memantau pelaksanaan 
pelantikan dan pengambi-

lan sumpah Presiden dan 
Wakil Presiden.

Selanjutnya, Kapolda Sul-
teng mengunjungi KPU dan 
Bawaslu Provinsi Suteng 
untuk memastikan penga-
manan tetap tergelar sesuai 
kekuatan yang ada.

"Terima kasih, terus jalan-
kan tugas pengamanan 
dengan iklas dan penuh 
rasa tanggung jawab," kata 
Kapolda Sulteng saat di 
KPU dan Bawaslu Sulteng.

“Jalin komunikasi, koor-
dinasi dan kolaborasi yang 
baik untuk memudahkan tu-
gas-tugas Polri baik di KPU 

atau Bawaslu,” ujarnya. 
"Segera laporkan kepada 
pimpinan masing-masing 
bila menemukan hal-hal 
menonjol terkait gangguan 
keamanan dengan meng-
gunakan alat komunikasi 
yang ada," tambahnya.

Sidak yang dilakukan 
Kapolda Sulteng sekali-
gus juga digunakan untuk 
memantau perkembangan 
Provinsi Sulawesi Tengah 
bertepatan hari H pelanti-
kan dan pengambilan sum-
pah Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih, periode 
2024-2029.*/YAT

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Kesaktian Pancasila, Kantor 
Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Sulawesi 
Tengah (Kanwil Kemen-
kumham Sulteng) mengge-
lar upacara bendera yang 
khidmat di halaman kantor, 
Selasa (1/10/2024). 

Dengan mengusung tema 
“Bersama Pancasila Kita 
Wujudkan Indonesia Emas”, 
seluruh jajaran Kemenkum-
ham Sulteng berkomitmen 
untuk terus mengimplemen-
tasikan nilai-nilai Pancasi-
la dalam setiap tugas dan 
fungsinya.

Hermansyah Siregar se-
laku Kepala Kanwil Ke-
menkumham Sulteng men-
gatakan, Pancasila sebagai 
ideologi negara Indonesia 
yang memiliki peran yang 
fundamental dalam kehi-

dupan berbangsa dan ber-
negera. 

Pancasila juga ia yakini 
menjadi sebuah kompas 
untuk mewujudkan tujuan 
banga Indonesia, yakni In-
donesia Emas yang maju, 
adil dan sejahtera. “Panca-
sila bukan hanya sekedar 
ideologi negara, namun 
juga menjadi kompas bagi 
bangsa Indonesia untuk 
mencapai tujuan bersama, 
yakni mewujudkan Indo-
nesia yang maju, adil dan 
sejahtera,” terangnya.

Hermansyah Siregar juga 
mengimbau, kepada seluruh 
jajarannya untuk memiliki 
rasa tanggung jawab yang 
besar dalam mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
setiap sendi kehidupan.

Terlebih kata dia, nilai-ni-
lai tersebut mesti mencer-
minkan seluruh pelayanan 

yang diampuh oleh jajaran 
Kemenkumham Sulteng. 
“Sebagai aparatur nega-
ra, kita memiliki tanggung 
jawab yang besar untuk 
menjaga dan mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari,” 
tambahnya.

Sementara, didaulat seba-
gai Inspektur Upacara, Ray-
mond turut menekankan 
pentingnya menjaga persa-
tuan dan kesatuan bangsa di 
tengah keberagaman yang 
ada. "Dalam era globalisasi 
yang penuh tantangan, kita 
harus semakin memperkuat 
persatuan dan kesatuan 
bangsa. Pancasila telah ter-
bukti mampu mempersatu-
kan bangsa Indonesia yang 
terdiri dari berbagai suku, 
agama dan ras," sambung 
Raymond.

Diketahui, upacara bende-

ra tersebut juga dilaksana-
kan di seluruh unit pelaksa-
na teknis baik Pemasyara-
katan maupun Keimigrasian 
se-Sulteng. Dengan mempe-
ringati Hari Kesaktian Pan-
casila, Kanwil Kemenkum-
ham Sulteng berharap dapat 
meningkatkan kesadaran 
seluruh jajaran akan pen-
tingnya nilai-nilai Pancasila 
dan mendorong semangat 
untuk terus berkontribusi 
dalam membangun bangsa.

Dalam upacara tersebut, 
turut dihadiri juga oleh 
Kepala Divisi (Kadiv) Ad-
ministrasi, Raymond JH. 
Takasenseran, Kadiv Pe-
masyarakatan, Yudi Suseno, 
Kadiv Pelayanan Hukum 
dan HAM, Zuliansyah, serta 
para pejabat Administrator 
dan Pengawas dan segenap 
staf Kemenkumham Sul-
teng.*/YAT

PARA pegawai Kanwil Kemenkumham Sulteng saat mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kanwil setempat, Selasa 
(1/10/2024). FOTO: HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

Kemenkumham Sulteng: Pancasila Jadi 
Kompas Menuju Indonesia Maju
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Melalui penyediaan in-
frastruktur dan layanan 
telekomunikasi yang andal, 
Telkom memastikan bahwa 
seluruh kebutuhan komu-
nikasi selama acara berjalan 
dengan baik dan prima.

Dukungan ini sebagai ba-
gian dari komitmen Telkom 
dalam berkontribusi pada 
kegiatan kenegaraan. Tel-
kom menyediakan jaringan 
dan layanan telekomuni-
kasinya di enam titik lokasi, 
antara lain Istana Merdeka, 
Gedung MPR-DPR, Bandara 
Halim Perdana Kusuma, 
Bandara Soekarno-Hatta, 
serta jalan protokol yang 
dilalui rangkaian. 

Telkom juga mengerah-
kan sejumlah personel un-
tuk melakukan pengawalan 
guna menjaga kualitas lay-
anan tetap optimal selama 
acara yang dihadiri oleh 
berbagai pemimpin negara 
ini berlangsung.

VP Corporate Communi-
cation Telkom, Andri Hera-
wan Sasoko mengungkap-

kan bahwa Telkom selalu 
siap dalam mendukung 
acara dan momen-momen 
penting kenegaraan. “Aca-
ra pelantikan Presiden dan 
Wakil Presiden ini merupa-
kan salah satu momen pen-
ting bagi bangsa dan men-
jadi kebanggaan tersendiri 
bagi Telkom untuk dapat 
berkontribusi di dalamnya. 
Sejalan dengan komitmen 
perusahaan dalam menye-
diakan layanan telekomuni-
kasi digital berkualitas, Tel-
kom selalu siap mendukung 
berbagai acara kenegaraan,” 
ujar Andri.

Selain itu, Telkom melalui 
anak usahanya, Sea Today 
dipercaya untuk berperan 
sebagai salah satu TV Pool 
dalam prosesi Pelantikan 
dan Pisah Sambut Presi-
den Republik Indonesia. 
Sehingga, seluruh masya-
rakat Indonesia dapat turut 
menyaksikan dan merasa-
kan kemeriahan acara ini.

Dengan dukungan yang 
diberikan, Telkom menun-

TEKNISI telkom saat melaksanakan tugasnya. FOTO: DOK TELKOM

Telkom Turut Sukseskan 
Pelantikan Presiden 
dan Wakil Presiden 
Periode 2024-2029

SULTENG RAYA - PT Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan 
BUMN penyedia layanan telekomunikasi di-
gital terdepan di tanah air, turut andil dalam 
mendukung kelancaran acara Pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indo-
nesia periode 2024-2029 yang berlangsung di 
Jakarta, Ahad (20/10/2024).

jukkan peran strategisnya 
pada momen-momen pen-
ting kenegaraan. Partisipasi 
Telkom dalam Pelantikan 
Presiden dan Wakil Pre-
siden Republik Indonesia 
2024-2029 ini semakin men-
unjukkan komitmen perusa-
haan untuk selalu hadir den-
gan solusi digital terbaik.*/HJ

SULTENG RAYA - Ketua 
Umum Pengurus Besar (PB) 
Al-Washliyah, KH Masyhu-
ril Khamis menyampai-
kan selamat untuk Menteri 
Agama (Menag) Prof KH 
Nasaruddin Umar dan Wa-
kil Menteri Agama (Wame-
nag) Muhammad Syafii. 
Dia berharap, Imam Besar 
Masjid Istiqlal itu dapat 
lebih menyejukkan dan me-
nenangkan umat.

"Kondisi ke depan Ke-
menterian Agama sangat  
strategis terutama untuk 
menata ulang nilai-nilai 
spiritual anak bangsa," kata 
Kiai Masyhuril kepada Re-
publika, Senin (21/10/2024).

Kiai Masyhuril menya-
rankan kepada Kementerian 
Agama (Kemenag) agar 
memperjuangkan pendi-
dikan agama supaya lebih 
ditambah jam pelajarannya. 
Dia berharap, tidak ada di-
kotomi antara pendidikan 
umum dengan pendidikan 
agama. 

"Maka dibutuhkan kola-
borasi dengan Kementerian 
Pendidikan untuk menjaga 
nilai-nilai moral bangsa, 
menjaga anak-anak kita 
agar tetap bertaqwa kepada 

IMAM Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar tiba di kediaman 
Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Sela-
tan, Senin (14/10/2024). Presiden Terpilih Prabowo Subianto me-
manggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon men-
teri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. 
FOTO: REP

Jadi Menag, Prof Nasaruddin Diminta 
Upayakan Tambah Jam Pelajaran Agama

Tuhan Yang Maha Esa," ujar 
Ketua Pusat Dakwah dan 
Perbaikan Akhlak Bangsa 
(PDPAB) Majelis Ulama 
Indonesia (MUI).

Kiai Masyhuril juga me-
minta agar menag dalam 
mengayomi ormas khu-
susnya ormas Islam jan-

gan hanya pada beberapa 
ormas saja. Semua ormas 
punya peran untuk Indo-
nesia apalagi ormas yang 
lahir sebelum kemerdekaan 
Indonesia. Karena itu, dia 
berharap berlaku adil sebab 
ormas Islam adalah partner 
setia pemerintah terutama 

Kemenag.
 Sebelumnya, presiden 

terpilih Prabowo Subianto 
telah menetapkan 53 nama 
menteri dan kepala badan 
setara menteri dalam Ka-
binet Merah Putih. Salah 
satu yang ditunjuk sebagai 
menteri adalah Prof KH 
Nasaruddin Umar.

Imam Masjid Istiqlal ter-
sebut diangkat sebagai Men-
teri Agama menggantikan 
Gus Yaqut atau Yaqut Cholil 
Qoumas yang tidak diper-
panjang masa jabatannya.

"Saya betul-betul sangat 
surprise ya. Saya enggak 
menyangka dan saya kaget, 
saya enggak pernah memba-
yangkan," ujar Kiai Nasar-
uddin kepada wartawan 
usai keluar dari rumah Pra-
bowo di Jakarta, beberapa 
waktu lalu.

Kiai Nasaruddin menga-
ku tidak pernah ada pem-
bicaraan soal posisi menteri 
bersama Prabowo maupun 
orang di sekitar lingkungan 
Partai Gerindra sebelum-
nya. Namun, pada Senin 
sekitar pukul 18.00 WIB, di-
rinya mendapat undangan 
dari ajudan Prabowo untuk 
datang ke Kartanegara.RPB

SULTENG RAYA - Bank 
Indonesia bersama badan 
koordinasi pemberantasan 
uang palsu (Botasupal) Pro-
vinsi Jabar, memusnahkan 
temuan uang rupiah palsu, 
di Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Jabar,  Senin 

(14/10/2024). Menurut De-
puti Kepala Bank Indonesia Ja-
bar, Achris Sarwani, kegiatan 
pemusnahan bukti ini, hasil 
dari penemuan uang palsu 
yang dikumpulkan selama 
lima tahun terakhir. Yakni, 
dari Juli 2019 sampai dengan 

BADAN koordinasi pemberantasan uang palsu (Botasupal) Pro-
vinsi Jabar, memusnahkan temuan uang rupiah palsu, di Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Senin (14/10/2024). FOTO: 
DOK REP

Bank Indonesia Musnahkan 93.967 Lembar Uang Palsu
Juli 2024

"Botasupal ini memang 
mempunyai tugas untuk bisa 
melakukan pencegahan dan 
penanganan uang palsu di 
NKRI . Ini, dibentuk atas 
dasar tindak lanjut dari Un-
dang-Undang nomor 7 tahun 
2011 tentang mata uang," ujar 
Achris kepada wartawan.

Achris menjelaskan, hari 
ini pihaknya memusnahkan 
uang palsu hasil temuan di 
wilayah Jabar. Di antaranya, 
Bi Jabar, BI Cirebon dan BI Ta-
sikmalaya. Jumlah lembaran 
yang dimusnahkan sebanyak 
93.967 lembar. Dengan rincian 
pecahan Rp 2.000 sebanyak 59 
lembar, pecahan Rp5.000 seba-
nyak 707 lembar, pecahan Rp 
10.000 sebanyak 595 lembar, 
pecahan Rp 20.000 sebanyak 
2.589 lembar, pecahan Rp 
50.000 sebanyak 38.859 lem-
bar, dan pecahan Rp100.000 
sebanyak 51.158 lembar.

"Ini sudah ditetapkan oleh 
Pengadilan Negeri Kelas 1 
Bandung, kemudian Penga-
dilan Negeri Kelas 1 Cirebon 
dan Pengadilan Negeri Tasik 
untuk bisa kita musnahkan 
pada hari ini," katanya.

Menurutnya, tindak pidana 
pemusnahan uang merupa-
kan tindak pidana khusus 
yang semua menyebutnya 
sebenarnya luar biasa dam-
paknya terhadap kondisi 
perekonomian masyarakat 
maupun terkait dengan ke-
daulatan Republik Indonesia. 
"Oleh karena itu kami sangat 
apresiasi dan menghargai 
peran masyarakat termasuk 
perbankan yang merupakan 
bagian dari mata rantai pere-
daran uang di Indonesia ini. 
Sehingga di ujungnya kita 
berharap bisa memutus mata 
rantai dari pemalsuan uang 
yang ada di Jabar," katanya.

Achris mengatakan, uang 

palsu tersebut paling banyak 
ditemukan di Bandung Raya 
dan di Priangan, yaitu seba-
nyak hampir 63 ribu. Kemudi-
an yang kedua, paling banyak 
di Ciayumajakuning, seba-
nyak sekitar 20 ribu dan yang 
paling sedikit di Tasikmalaya, 
sebanyak 5 ribuan. "Jadi total-
nya 93 ribu," katanya. Namun, 
kata dia, temuan uang palsu 
tersebut kalau dibanding-
kan dengan tahun sebelum-
nya, sebenarnya mengalami 
penurunan. Yakni, pada 2022 
penemuan uang palsu seba-
nyak 135.879 lembar. Artinya, 
terjadi penurunan sekitar 3 
persen. Sementara pada 2023 
kemarin ditemukan 21.327 
lembar. Sedangkan tahun ini, 
sampai dengan September, 
ditemukan sebanyak 14.851. 
"Ini merupakan penurunan," 
katanya.RPB

SULTENG RAYA - Asuransi Jiwa 
Generali Indonesia (Generali Indonesia) 
kembali memperkuat posisinya dalam 
mempromosikan kesehatan masyarakat 
melalui kolaborasinya dengan Boro-
budur Marathon 2024. Sebagai offi cial 
insurance partner untuk ketujuh kalinya, 
Generali Indonesia turut berpartisipasi 
dalam rangkaian kegiatan menuju pun-
cak acara, dengan menggelar The Big 
Tour – Road to Borobudur Marathon 
di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, 
(20/10/2024)

Lebih dari 1.000 peserta dari berbagai 
komunitas lari berpartisipasi dalam 
acara ini, di mana Generali Indonesia 
secara aktif mengajak masyarakat un-
tuk mengadopsi gaya hidup sehat dan 
berkelanjutan melalui olahraga, sebagai 
bagian dari komitmen perusahaan 
untuk mendukung masa depan yang 
lebih baik.

Hadir mewakili Generali Indonesia, 
Vivin Arbianti Gautama, Chief Mar-
keting dan Partnership Distribution, 
bersama Windra Krismansyah, Head of 

Corporate Communications. Vivin men-
jelaskan bahwa keterlibatan Generali 
Indonesia dalam acara ini merupakan 
bagian dari komitmen mereka sebagai 
perusahaan yang peduli pada kesehatan 
dan keberlanjutan masyarakat.

"Keterlibatan kami di The Big Tour – 
Road to Borobudur Marathon 2024 men-
cerminkan komitmen Generali Indonesia 
dalam mempromosikan kesehatan dan 
literasi asuransi di kalangan masyarakat. 
Kami ingin mengajak masyarakat untuk 
tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi 
juga memahami pentingnya proteksi 
asuransi sebagai perlindungan terhadap 
berbagai risiko hidup," ungkap Vivin.

Selain kegiatan olahraga, Generali 
Indonesia juga menyediakan layanan 
gratis bagi peserta, seperti mini medical 
check-up yang meliputi pengecekan gula 
darah, kolesterol, dan asam urat. Peserta 
juga mendapatkan kesempatan untuk 
berkonsultasi dengan fi nancial consul-
tant yang siap memberikan informasi 
terkait berbagai produk perlindungan 
asuransi sesuai kebutuhan dan tahapan 

hidup masing-masing individu.
Generali Indonesia terus mendorong 

literasi asuransi di tengah masyarakat, 
mengingat masih tingginya risiko ke-
sehatan dan infl asi medis. Dari Januari 
hingga September 2024, Generali Indone-
sia telah membayarkan klaim senilai Rp 
962 miliar untuk lebih dari 213.000 kasus, 
termasuk klaim kesehatan, meninggal 
dunia, dan penyakit kritis. Klaim kese-
hatan mendominasi dengan kontribusi 
sebesar 79 persen, yang menunjukkan 
bahwa risiko kesehatan tetap menjadi 
perhatian utama di masyarakat. Di 
Yogyakarta sendiri, selama periode yang 
sama, Generali telah membayarkan lebih 
dari Rp 12 miliar untuk lebih dari 1.000 
kasus klaim, yang mencakup klaim ke-
sehatan, penyakit kritis, dan meninggal 
dunia. Melalui kegiatan ini, Generali 
Indonesia tidak hanya ingin menjadi 
mitra perlindungan masyarakat, tetapi 
juga terus berupaya untuak mendorong 
masyarakat menjalani gaya hidup sehat 
guna mencapai masa depan yang lebih 
baik dan berkelanjutan.RPB

Generali Indonesia Ajak Komunitas 
Lari Promosikan Gaya Hidup Sehat
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BARU sehari menjadi menteri, 
langsung menimbulkan kontro-
versi. Itulah yang terjadi ketika 
Menteri Desa dan Pembangunan 

Daerah Tertinggal Yandri Susanto meng-
gunakan posisinya sebagai menteri untuk 
urusan pribadi. Menteri Yandri menan-
datangani sebuah surat undangan berkop 
kementerian resmi, padahal isinya terkait 
dengan urusan kerabat.

Lewat surat berkop Kementerian Desa 
dan Pembangunan Daerah Tertinggal 
Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024, Yandri 
mengundang kepala desa, ketua RT, hingga 
kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Se-
rang, Banten, untuk hadir dalam peringatan 
haul ke-2 ibundanya, perayaan Hari Santri, 
sekaligus tasyakuran.

Surat tersebut ditandatangani Yandri 
pada Senin (21/10) atau bertepatan den-
gan hari dia dilantik sebagai menteri oleh 
Presiden Prabowo Subianto. Acara haul 
(peringatan hari wafat) dilaksanakan pada 
Selasa (22/10) di Pondok Pesantren BAI 
Mahdi Sholeh Ma’mun.

Di hari pertamanya sebagai pejabat nega-
ra, Yandri memang langsung bekerja, tapi 
untuk hajatan pribadinya. Padahal, bebe-
rapa jam sebelumnya Presiden Prabowo 
sudah menekankan bahwa jabatan mesti 
didedikasikan untuk rakyat, bukan untuk 
kepentingan pribadi maupun kerabat. Ja-
batan publik sudah seharusnya dijalankan 
untuk melayani rakyat, bukan meladeni 
urusan pribadi.

Terlebih karena seorang menteri dilantik 
dengan mengucapkan sumpah jabatan dan 
bekerja untuk kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara. Bukan sebaliknya untuk 
kepentingan atau urusan pribadi yang men-
gatasnamakan keluarga. Wajar bila publik 
ada yang skeptis tipe pejabat seperti ini 
bakal selalu menomorsatukan kepentingan 
rakyat ketimbang urusan pribadi, kolega, 
atau saudara. Urusan rakyat amat mungkin 
bakal kerap dinomorsekiankan.

Begitu dilantik, setiap pejabat mestinya 
sudah tahu bahwa mereka adalah pelayan 
rakyat. Para menteri harus menyadari untuk 
segera selesai dengan dirinya sendiri. Maka, 
Menteri Yandri mesti mengubah langkah 
awal yang buruk ini menjadi pelajaran 
paling berharga.

Ia harus mau segera mengubah diri. 
Sebab, bila tidak, model pejabat seperti ini 
justru bakal menjadi beban pemerintahan 
Prabowo Subianto. Kali ini kop surat, be-
sok entah apa lagi yang bisa dipakai untuk 
kepentingan pribadi.

Penggunaan kop surat oleh Yandri bukan 
sekadar hal sepele, bukan sekadar persoalan 
tertib administrasi, melainkan sebuah sim-
bolisme kekuasaan yang disalahgunakan. 
Belum lagi tendensi untuk kepentingan 
politik yang bisa saja terjadi, karena istri 
Yandri tengah berkontestasi dalam pemili-
han kepala daerah Kabupaten Serang 2024.

Meski Yandri membantah dan menunjuk-
kan tidak adanya maksud politik di balik 
acara haul itu, publik wajar curiga karena 
sejumlah elemen masyarakat yang diun-
dang amat lekat dengan urusan pilkada. 
Setidak-tidaknya, sebagian mereka ialah 
unsur aparat negara yang potensial dipakai 
untuk kepentingan politik.

Apa yang dilakukan Yandri bisa menjadi 
nila setitik yang merusak wajah pemerinta-
han baru yang dinakhodai Prabowo-Gibran. 
Mestinya, semua jajaran pemerintahan 
Prabowo Subianto taat dan melaksanakan 
apa yang menjadi komitmen Presiden yang 
hendak mempersembahkan pengabdian 
total kepada rakyat.

Seorang pejabat negara, apalagi level 
menteri, seharusnya tidak lagi mengede-
pankan kepentingan pribadi. Menteri itu 
bukan pejabat amatiran yang seenaknya 
menggunakan simbol kenegaraan di luar 
kepentingan publik.

Seorang menteri harus paham norma dan 
etika, jangan sampai untuk membedakan 
kepentingan pribadi dan negara saja tidak 
bisa. Dalam kehidupan bernegara apalagi, 
keteladan seorang pejabat menjadi penting.

Dalam kasus Yandri inilah komitmen 
Prabowo diuji. Presiden mesti segera me-
mastikan bahwa jajaran kabinetnya tidak 
ada lagi yang mengulang langkah serupa. 
Hanya dengan seperti itu, laju kerja Kabinet 
Merah Putih bisa dijaga dan tidak diganggu 
hal-hal kontroversial yang memicu kega-
duhan tidak perlu.***Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Tendensi 
Pribadi 

Menteri 
Yandri
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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SANGAT prihatin, mengelus dada melihat 
video, membaca berita, bagaimana para guru di 
seantero Negeri ini yang rentan terhadap lapo-
ran ke Aparat Penegak Hukum dikarenakan 
tindakan pendisiplinan fisik, yang dalam pasal 
Undang Undang Perlindungan Anak dianggap 
guru telah melakukan tindakan pidana. 

OLEH : SYAM ZAINI

Guruku Sayang, 
Guruku Malang.

Sangatlah dilematis, dengan 
hal ini, padahal kepedulian 
pendisiplinan guru tersebut 
bukanlah karena kebencian 
kepada siswanya, namun ka-
rena kasih sayangnya. 

Padahal, bisa saja guru ter-
sebut tak peduli dengan sis-
wanya, toh kalau siswanya 
berhasil gaji mereka tak akan 
ditambah juga jika siswanya 
memiliki karakter jelek gaji 
merekapun tak akan dikuran-
gi. Guru tak pernah berpikir 
demikian, guru ikhlas dalam 
mengemban tugas dan tang-
gung jawabnya yang telah 
diberikan kepadanya. 

Namun, dengan fenomena 
yang terjadi kepada guru 
akhir2 ini, akan memiliki 
dampak yang sangat besar.

Dampak dari Kasus-Kasus 
Pidana Yang Menjerat Profesi 
Guru Dalam Melaksanakan 
Tugas Profesinya diantaranya:

1. Rasa Takut dan Kekhawatiran.
Guru dalam menjalankan 

tugas profesinya dibayangi 
rasa ketakutan dan kekhawa-
tiran akan dipolisikan mana-
kala memberikan hukuman 
kedisiplinan kepada peserta 
didik yang melanggar aturan 

atau kedisiplinan ketika pro-
ses belajar mengajar.

2. Sikap Acuh.
Tak sedikit guru menjadi 

acuh kepada peserta didiknya 
manakala mereka berbuat sa-
lah, guru seakan tak menghi-
raukan kesalahan yangtelah 
dilakukan peserta didik.

3. Kriminalisasi dan Deskriminasi.
Dalam beberapa kasus bah-

kan guru dikriminalisasi dan 
deskriminasi oleh peserta 
didik atau orang tua peserta 
didik seperti dibentak, di-
marahi, dipukul hingga di-
polisikan oleh peserta didik 
atau orang tua peserta didik 
seperti beberapa kasus yang 
ramai diberitakan diberbagai 
media, akan membuat trauma 
kepada guru yang telah men-
galaminya ataupun kepada 
guru yang belum (semoga 
tidak akan) mengalaminya. 

Hal ini jangan dibiarkan, 
negara wajib hadir untuk men-
gatasinya, memberikan solusi 
jalan terbaik. Kita semua tak in-
gin, siswa “babak belur” dengan 
alasan pendisiplinan, namun 
kita juga tak mau melihat guru 
yang dilaporkan ke pihak aparat 

penegak hukum, dikarenakan 
hanya mencubit agar siswanya 
mau pergi shalat ke masjid.

Tanggung jawab pendidi-
kan itu bukan hanya diserah-
kan disekolah semata, namun 
juga merupakan tugas semua 
pihak, termasuk masyarakat 
dan orang tua. Tidak serta 
merta diserahkan kepada 
guru disekolah, selanjutnya 
diabaikan tingkah lakunya 
saat setelah berada dirumah. 

Janganlah sedikit-sedikit 
guru di laporkan ke Polisi, 
kasihan guru-guru yang saat 
ini trauma melihat rekan seja-
watnya sampai dimasukkan 
di lapas, gara-gara pidana 
yang dituduhkan kepadanya 
yang belum tentu terbukti. 
Guru cenderung akan mem-
biarkan perilaku siswanya 
yang bandel atau melanggar 
tata tertib disekolah, palingan 
mereka akan mengatakan, 
“Jika telah ditegur tak mau 
berubah juga, biarkan sajalah, 
daripada nanti kami yang 
disalahkan lagi, jika kami 
nanti dilaporkan ke Aparat 
Penegak Hukum kami lagi 
yang susah”. Wassalaam..., 
tabe. (Penulis: Ketua PGRI Prov 
Sulawesi Tengah)

DI S A T U  s i s i 
k i t a  s e m u a 
juga terenyuh 
menyaks ikan 

video tentang karakter siswa 
yang membentak, dengan 
lantangnya malah memarahi 
gurunya yang merupakan 

pengganti orang tuanya saat 
berada disekolah. Siswa yang 
notabene merupakan sosok 
masa depan yang akan men-
jaga negara ini kelak, tentunya 
merupakan aset bangsa yang 
harus dibina sebagai generasi 
emas mendatang.

OLEH : ABDUL JAMIL AL RASYID

ERA sebelumnya 
Semen Padang FC 
juga pernah men-
jadi menembus pe-

rempat Final piala Winners 
Asia tahun 1994 dan pernah 
menjuarai Piala Galatama 
1992 dan divisi 1 Galatama 
tahun 1983.

Prestasi kabau sirah di level 
nasional termasuk salah satu 
klub yang sudah malah me-
lintang di Indonesia. Bahkan 
pada saat ISL tahun 2011 klub 
Semen Padang FC mampu 
finis di 4 besar. Padahal se-
belumnya Semen Padang 
FC adalah salah satu klub 
yang promosi ke ISL tahun 
2010-2011. Puncaknya pada 
saat sepakbola Indonesia saat 
disanksi FIFA dan liga saat 
itu dihentikan, diadakanlah 
piala Jenderal Sudirman tahun 
2015-2016. Semen Padang saat 
itu mampu finish sebagai 
runner-up. Bahkan saat itu 
stadion Gelora Bung Karno 
Senayan bahkan dihiasi oleh 
lautan merah, pendukung 
setia kabau sirah. 

Saat ini tahun 2024, Semen 
Padang FC baru saja naik 
kasta semenjak terdegradasi 
tahun 2019 ke liga 2. Tetapi pe-
nulis sangat miris dengan per-
forma Semen Padang di liga 
1 hingga saat ini. Karena dari 
delapan laga Semen Padang 
FC baru bisa mengantongi 4 
poin. Hal ini yang membuat 
pendukung setia kabau sirah 
sangat waspada karena Semen 
Padang saat ini berada di pe-
ringkat 16 alias zona merah 
untuk degradasi. Degradasi 

adalah ancaman yang nyata 
untuk skuad Asuhan Eduardo 
Almeida saat ini, karena hing-
ga saat ini Semen Padang sel-
alu menuai hasil yang negatif. 

B a n y a k  f a k t o r  y a n g 
menurut penulis kenapa per-
forma Semen Padang FC me-
rosot dengan tajam. Perganti-
an pelatih hingga komposisi 
pemain yang tidak seimbang 
membuat Semen Padang FC 
terseok-seok di zona merah. 
Pergantian pelatih dari Hen-
dri Susilo di awal musim ke 
carateker Hengki Ardiles 
hingga ditetapkannya Eduar-
do Almeida menjadi pelatih 
utama untuk saat ini. Perfor-
ma Semen Padang masih be-
lum bisa dikatakan membaik, 
kekalahan demi kekalahan 
yang dituai Semen Padang 
membuat pendukung setia 
Semen Padang FC murka. 

Kita masih ingat tahun 2019 
dimana baru saja promosi dari 
degradasi tahun 2017 ke liga 
2 membuat Semen Padang 
FC dihantui oleh kegagalan 
untuk bertahan di kasta ter-
tinggi. Pendukung setia Semen 
Padang FC adalah masya-
rakat Ranah Minang karena 
menurut pendukung kabau si-
rah, Semen Padang FC adalah 
harga diri Sumatera Barat. 
Karena hanya Semen Padang 
FC yang masih mampu eksis 
selama bertahun-tahun di Liga 
Indonesia. Di setiap penjuru 
daerah memiliki basis pendu-
kung Semen Padang FC. Tidak 
hanya di Kota Padang Saja. 

Maka tuntutan keras dari 
pendukung Semen Padang 

SEMEN Padang FC merupakan satu-satunya 
klub Liga 1 yang masih eksis di Sumatera Barat. 
Semenjak didirikan tahun 1980, Semen Padang 
FC sudah malah melintang di pesepakbolaan 
nasional bahkan Asia. Puncaknya yaitu saat 
mampu menembus perempat final AFC cup 
tahun 2013 saat diasuh oleh Jafri Sastra. Pada 
tahun itu juga tim yang diberi julukan kabau 
sirah tersebut mampu juga meraih juara Liga 
Indonesia. 

Semen Padang FC dan Harga Diri Ranah Minang
FC untuk minimal bertahan di 
liga 1 kepada manajemen Se-
men Padang FC sangat keras. 
Banyak pendukung Semen 
Padang FC yang kecewa den-
gan pemain, pelatih bahkan 
manajemen yang dilontarkan 
melalui media sosial. Komen-
tar-komentar pecinta kabau 
sirah yang tentunya berharap 
hasil tim kabau sirah lebih 
baik kedepannya. Kritikan 
tajam yang dilontarkan hanya 
memiliki tujuan terhadap tim 
kabau sirah ke depan bermain 
tanpa rasa beban dan meraih 
hasil yang positif di laga se-
lanjutnya.

Harga diri  Ranah Mi-
nang yang diemban oleh 
pemain-pemain, pelatih dan 
jajaran manajemen Semen 
Padang tentunya sangat per-

lu dijaga. Persamaan per-
sepsi dan satu tujuan untuk 
menyelamatkan klub ini dari 
degradasi adalah tujuan di 
akhir musim. Mengembalikan 
marwah Semen Padang FC 
sebagai tim yang disegani 
di kancah nasional adalah 
tugas bersama. Karena klub 
ini adalah harga diri Ranah 
Minang. Melalui klub ini 
kebanggaan sebagai suku 
Minangkabau tentu tercer-
min di benak suporter ranah 
Minang. 

Untuk itu, pesan penulis 
kepada jajaran manajemen, 
pelatih bahkan pemain Semen 
Padang FC untuk mengangkat 
klub dari jurang degradasi. 
Karena tanpa dukungan kami 
sebagai pecinta Semen Padang 
FC kalian bukanlah siapa-sia-

pa. Bermain dengan sepenuh 
hati untuk klub dan bermain 
dengan semangat yang tinggi 
karena klub ini adalah harga 
diri kami dari Ranah Minang. 
Sebelum semua terlambat mu-
lailah berbenah dari sekarang, 
karena setiap usaha yang ke-
ras tentu akan mendapatkan 
hasil yang maksimal. Kami 
berdoa bahwasanya klub 
Semen Padang FC di akhir 
musim tidak mengulang kem-
bali kejadian di tahun 2019 
karena liga 2 bukan tempat 
klub yang dulu disegani. 
Kembalikan marwah klub 
kami sebagai klub yang sudah 
menjadi kuda hitam bagi klub 
besar di liga Indonesia bukan 
sebagai pelengkap. *** Penulis: 
Mahasiswa Jurusan Sastra Mi-
nangkabau Universitas Andalas

Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Febrianti

PERSIAPAN Liga 1 2024/2025, Semen Padang FC Tunjuk Hendri Susilo Sebagai Pelatih Kepala. FOTO: IST
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Pilihan warna baru Vic-
tory Matte Black baik pada 
tipe ABS maupun STD 

FOTO: New CBR150R

Motor Sport Honda 
Terlaris New CBR150R 
Tampil Makin Agresif

dan mudah dikendalikan 
untuk penggunaan seha-
ri-hari.

“Pilihan terbaru New 
CBR150R semakin mening-
katkan rasa percaya diri 
pengendaranya saat men-
jalani  aktivitas sesuai gaya 
hidup yang dimiliki. Res-
ponsif saat dikendarai dan 
performa mesin yang handal 
di kelasnya, berpadu dalam 
tampilan layaknya big bike 
menjadikan pengendaranya 
pusat perhatian di jalanan,” 
ungkap Octa.

Menjadi sepeda motor 
sport fairing dengan bobot 
teringan di kelasnya, New 
CBR150R memberikan gaya 
berkendara yang ”racy” di-
tunjang dengan penyematan 
Separated Function Fork - 
Big Piston (SFF-Big Piston) 
inverted front suspensi-
on. Komponen ini sanggup 
memberikan rasa nyaman, 
membuat sepeda motor 
yang lebih stabil saat berken-
dara harian, terutama saat 
melaju dengan kecepatan 
tinggi. Penyematan suspensi 
tersebut membuat handling 
semakin lincah, menegaskan 
model ini sebagai sepeda 
motor sport full fairing den-
gan kendali terbaik yang 
menyatu pada kebutuhan 
kaum urban.

Performa tingginya di-
topang oleh mesin 150 cc 
DOHC berpendingin cairan, 
mampu mengeluarkan te-
naga maksimal hingga 12,6 
kW (17,1 PS) @9.000 rpm 
dan torsi puncak 14,4 Nm 
@7.000 rpm. Dipadukan 
dengan transmisi 6-per-
cepatan, dapur pacu ini 
sanggup membawa New 
CBR150R melaju dari 0-200 
meter hanya dengan 10,6 de-
tik dan kecepatan maksimal 
mencapai 127 km/jam.

Fi tur  Ass is t/Sl ipper 
Clutch menjadi bagian dari 
New CBR150R yang sang-
gup meningkatkan sensasi 
berkendara menyenangkan. 
Fitur ini berfungsi mencegah 
ban belakang selip yang di-
sebabkan oleh engine brake 
saat penurunan gigi secara 
ekstrem. Melalui pengapli-
kasian fi tur ini, pengendara 
juga dapat merasakan peng-
operasian kopling yang jauh 
lebih ringan.

New CBR150R tetap di-
tunjang dengan banyak fi tur 
unggulan lain, termasuk 
adanya Anti-lock Braking 
System (ABS) yang diser-
tai Emergency Stop Signal 
(ESS). Fitur ini sudah di-
terapkan pada beberapa 
model Big Bike, berfungsi 
mengaktifkan lampu sein 
kanan-kiri secara bersamaan 
saat melakukan rem men-
dadak.

Fitur unggulan lain, yakni 
mempertahankan Wavy 
Disc Brake yang memper-
tegas penampilan sporty. 
Semua informasi yang dike-
hendaki pengendara ditam-
pilkan melalui panel meter 
ramping full digital yang 
mudah dilihat.

AHM memasarkan New 
CBR150R tipe STD warna 
Victory Matte Black dengan 
harga OTR Jakarta

Rp38.570.000. Sedang-
kan pilihan warna Honda 
Racing Red dan Honda Tri-
color dijual dengan harga 
Rp39.280.000. Pada tipe ABS, 
warna Victory Matte Black 
dibanderol Rp42.590.000, 
sementara untuk Honda 
Tricolor dijual seharga 
Rp43.300.000.*/YAN

mengombinasikan warna 
hitam matte dan merah yang 
semakin memberi kesan 
gagah layaknya motor big 
bike. Keseluruhan varian 
pada New CBR150R kini 
juga mendapatkan striping 
terbaru berkonsep speedy, 
memperkuat siluet tajam 
yang semakin agresif pada 
setiap lekukan bodinya. 

Menemani pilihan warna 
Victory Matte Black, varian 
Honda Tricolor dan juga 
Honda Racing Red yang 
kini memiliki undercowl 
berwarna hitam tetap diper-
tahankan untuk versi STD. 
Sementara pada versi ABS 
warna baru Victory Matte 
Black juga dilengkapi den-
gan warna Honda Tricolor.

D i r e k t u r  M a r k e t i n g 
AHM, Octavianus Dwi 
Putro, menyatakan New 
CBR150R yang mengusung 
desain tampilan layaknya 
big bike terus disegarkan 
untuk memenuhi keinginan 
konsumen akan motor sport 
fairing dengan fi tur canggih 

SUTENG RAYA – PT Astra Honda Motor 
(AHM) menghadirkan penyegaran tampilan 
yang semakin sporti dan agresif pada salah 
satu sepeda motor sport terlarisnya, New 
CBR150R. Kombinasi konsep Total Control 
yang optimal antara performa tinggi dengan 
karakternya yang lincah, berduet dengan 
warna dan desain striping terbaru menjadi-
kan New CBR150R sebagai partner berken-
dara membanggakan sesuai gaya hidup para 
pecinta kecepatan.

SULTENG RAYA - Ka-
polda Sulteng, Irjen Pol. 
Dr. Agus Nugroho melaku-
kan sidak beberapa lokasi 

pengamanan Pilkada 2024, 
Ahad (20/10/2024).

Kapolda Irjen Pol. Dr. 
Agus Nugroho yang didam-

PASTIKAN SITUASI AMAN

Kapolda Sulteng Sidak Lokasi Pengamanan Pilkada 2024
pingi ajudan dan beberapa 
staf Spripim terlebih dahulu 
mendatangi Posko OMP 
Tinombala 2024 di Polda 
Sulteng. Kepala Posko dan 
beberapa perwira dan ang-
gota sigap saat Kapolda 
Sulteng memasuki Posko. 
Situasi kamtibmas dan pe-
laksanaan rencana kampa-
nye dilaporkan Kaposko 
kepada Kapolda Sulteng.

K a p o l d a  S u l t e n g 
menyampaikan ucapan 
terima kasih dan meme-
rintahkan mengikuti dan 
memantau pelaksanaan 
pelantikan dan pengambi-

lan sumpah Presiden dan 
Wakil Presiden.

Selanjutnya, Kapolda Sul-
teng mengunjungi KPU dan 
Bawaslu Provinsi Suteng 
untuk memastikan penga-
manan tetap tergelar sesuai 
kekuatan yang ada.

"Terima kasih, terus jalan-
kan tugas pengamanan 
dengan iklas dan penuh 
rasa tanggung jawab," kata 
Kapolda Sulteng saat di 
KPU dan Bawaslu Sulteng.

“Jalin komunikasi, koor-
dinasi dan kolaborasi yang 
baik untuk memudahkan tu-
gas-tugas Polri baik di KPU 

atau Bawaslu,” ujarnya. 
"Segera laporkan kepada 
pimpinan masing-masing 
bila menemukan hal-hal 
menonjol terkait gangguan 
keamanan dengan meng-
gunakan alat komunikasi 
yang ada," tambahnya.

Sidak yang dilakukan 
Kapolda Sulteng sekali-
gus juga digunakan untuk 
memantau perkembangan 
Provinsi Sulawesi Tengah 
bertepatan hari H pelanti-
kan dan pengambilan sum-
pah Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih, periode 
2024-2029.*/YAT

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Kesaktian Pancasila, Kantor 
Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Sulawesi 
Tengah (Kanwil Kemen-
kumham Sulteng) mengge-
lar upacara bendera yang 
khidmat di halaman kantor, 
Selasa (1/10/2024). 

Dengan mengusung tema 
“Bersama Pancasila Kita 
Wujudkan Indonesia Emas”, 
seluruh jajaran Kemenkum-
ham Sulteng berkomitmen 
untuk terus mengimplemen-
tasikan nilai-nilai Pancasi-
la dalam setiap tugas dan 
fungsinya.

Hermansyah Siregar se-
laku Kepala Kanwil Ke-
menkumham Sulteng men-
gatakan, Pancasila sebagai 
ideologi negara Indonesia 
yang memiliki peran yang 
fundamental dalam kehi-

dupan berbangsa dan ber-
negera. 

Pancasila juga ia yakini 
menjadi sebuah kompas 
untuk mewujudkan tujuan 
banga Indonesia, yakni In-
donesia Emas yang maju, 
adil dan sejahtera. “Panca-
sila bukan hanya sekedar 
ideologi negara, namun 
juga menjadi kompas bagi 
bangsa Indonesia untuk 
mencapai tujuan bersama, 
yakni mewujudkan Indo-
nesia yang maju, adil dan 
sejahtera,” terangnya.

Hermansyah Siregar juga 
mengimbau, kepada seluruh 
jajarannya untuk memiliki 
rasa tanggung jawab yang 
besar dalam mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
setiap sendi kehidupan.

Terlebih kata dia, nilai-ni-
lai tersebut mesti mencer-
minkan seluruh pelayanan 

yang diampuh oleh jajaran 
Kemenkumham Sulteng. 
“Sebagai aparatur nega-
ra, kita memiliki tanggung 
jawab yang besar untuk 
menjaga dan mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari,” 
tambahnya.

Sementara, didaulat seba-
gai Inspektur Upacara, Ray-
mond turut menekankan 
pentingnya menjaga persa-
tuan dan kesatuan bangsa di 
tengah keberagaman yang 
ada. "Dalam era globalisasi 
yang penuh tantangan, kita 
harus semakin memperkuat 
persatuan dan kesatuan 
bangsa. Pancasila telah ter-
bukti mampu mempersatu-
kan bangsa Indonesia yang 
terdiri dari berbagai suku, 
agama dan ras," sambung 
Raymond.

Diketahui, upacara bende-

ra tersebut juga dilaksana-
kan di seluruh unit pelaksa-
na teknis baik Pemasyara-
katan maupun Keimigrasian 
se-Sulteng. Dengan mempe-
ringati Hari Kesaktian Pan-
casila, Kanwil Kemenkum-
ham Sulteng berharap dapat 
meningkatkan kesadaran 
seluruh jajaran akan pen-
tingnya nilai-nilai Pancasila 
dan mendorong semangat 
untuk terus berkontribusi 
dalam membangun bangsa.

Dalam upacara tersebut, 
turut dihadiri juga oleh 
Kepala Divisi (Kadiv) Ad-
ministrasi, Raymond JH. 
Takasenseran, Kadiv Pe-
masyarakatan, Yudi Suseno, 
Kadiv Pelayanan Hukum 
dan HAM, Zuliansyah, serta 
para pejabat Administrator 
dan Pengawas dan segenap 
staf Kemenkumham Sul-
teng.*/YAT

PARA pegawai Kanwil Kemenkumham Sulteng saat mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kanwil setempat, Selasa 
(1/10/2024). FOTO: HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

Kemenkumham Sulteng: Pancasila Jadi 
Kompas Menuju Indonesia Maju



SAMBUNGANSAMBUNGAN 7JUMAT, 25 OKTOBER 2024JUMAT, 25 OKTOBER 2024
SULTENG RAYA

SOSIALISASI dari Halaman.......................................................................................................................................................1

AKADEMISI dari Halaman.........................................................................................................................................................1

BI SULTENG dari Halaman.........................................................................................................................................................1

BMKG dari Halaman.......................................................................................................................................................................1

SAMBUT dari Halaman......................................................................................................1

HADIANTO  dari Halaman..............................................................................................1

Zebra Tinombala - 2024 dengan sasaran 
pelanggar lalu lintas yang ada  di wila-
yah hukum Polres Morowali Utara, dan 
kehadiran kami juga disini untuk menso-
sialisasikan tertib berlalu lintas kepada 
seluruh pelajar yang ada di Kabupaten 
Morowali Utara khususnya yang hari ini 
dilaksanakan di SMA 2 Petasia," terang 
Orang nomor satu di  Satuan Lalu Lintas  
Polres Morowali Utara

Untuk diketahui bahwa selain giat 
preemtif dan preventif, satlantas Polres 
Morowali Utara juga melaksanakan  
Penegakkan Hukum terhadap para 
pelanggar lalu lintas, diantaranya 

mengendarai kendaraan masih di ba-
wah umur, mengendarai kendaraan  
dalam pengaruh alkohol, tidak meng-
gunakan helm SNI, berboncengan lebih 
dari dua orang, menggunakan ponsel 
saat berkendara, tidak menggunakan 
safety belt, kenderaan Over dimensi 
over load, terobos traffic light dan 
kendaraan yang menggunakan lampu 
isyarat (strobo).

“Kami mengimbau kepada seluruh 
pelajar agar bersama-sama untuk tertib 
berlalu lintas untuk menghindari terja-
dinya kecelakaan lalu lintas, dan mene-
kan jumlah para pelajar sebagai korban 

kecalakaan lalu lintas,” tuturnya.
Edukasi tertib berlalu lintas ini akan 

terus digalakkan di sekolah-sekolah 
baik itu ditingkat SD, SMP hingga 
tingkat SMA/SMK.  Untuk diketahui, 
dihari kedelapan pelaksanaan Operasi 
Zebra Tinombala -2024, Polres Moro-
wali Utara telah melakukan peneguran 
kepada pelanggaran sebanyak 1.119 
kali, dan melakukan penegakkan hu-
kum berupa tilang sebanyak 115 kali, 
adapun pelanggaran yang paling ban-
yak adalah tidak menggunakan helm 
saat berkendara serta kelengkapan 
teknis kendaraan. *VAN

Dia mengingatkan investasi padat 
modal membutuhkan butuh teknologi 
dan butuh keterampilan cukup. Di-
mana para investor pastinya memper-
timbangkan penggunaan tenaga kerja 
lokal kewilayahan. Eko mengakui, 
jebolan pendidikan di Sulteng saat 
ini, belum cukup untuk memenuhi 
kebutuhan investasi padat modal yang 
sudah masuk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) 
masih bertahan di peringkat keempat, 
untuk realisasi investasi selama triwu-
lan II tahun 2024 se-Indonesia.

"Sulteng peringkat keempat dengan 
realisasi investasi sebesar Rp59,8 tri-
liun," kata Kepala BPS Sulteng Simon 
Sapary.

Dia menjelaskan peringkat pertama, 

yakni Jawa Barat sebesar Rp128,3 
triliun, disusul DKI Jakarta Rp120,4 
triliun, Jawa Timur Rp71,7 triliun dan 
Banten Rp58,3 triliun. Sementara, reali-
sasi investasi di Sulteng pada triwulan 
I-2024 sebesar Rp27 triliun.

"Ada peningkatan cukup signifikan, 
baik penanaman modal asing maupun 
penanaman modal dalam negeri," 
katanya. ANT

"Rencana itu menunjukkan upaya 
strategis untuk meningkatkan kapasi-
tas produksi NPI, sekaligus membantu 
Indonesia mempertahankan posisinya 
sebagai produsen utama NPI di pasar 
global," katanya.

Dari data SMM, produksi NPI di In-
donesia pada TW II-2024 mencapai 365 
ribu metrik ton, dengan pertumbuhan 
sebesar 4,79  persen. Namun, pertum-
buhan ini lebih rendah dibandingkan 

dengan TW I-2024, yang mencatatkan 
pertumbuhan 19,87 persen. Sebagian 
besar produksi NPI Indonesia diekspor 
ke Tiongkok yang menjadi mitra da-
gang utama. Pada TW II-2024, Indone-
sia mendominasi 92,25 persen pangsa 
pasar NPI dan feronikel di Tiongkok.

Kata Rony, Indonesia berada pada 
jalur untuk terus menjadi pemain 
utama dalam industri nikel global. Hal 
itu menjadi penting di tengah mening-

katnya kebutuhan nikel untuk baterai 
kendaraan listrik (EV) di masa depan. 
Namun, dia mengingatkan, untuk men-
jaga prospek positif ini, Indonesia perlu 
memperhatikan aspek keberlanjutan, 
seperti pengelolaan lingkungan dari 
kegiatan penambangan dan pengo-
lahan nikel, serta memastikan bahwa 
manfaat ekonomi dari pertumbuhan 
sektor ini dapat dirasakan secara luas 
oleh masyarakat setempat. ANT

Kegiatan yang berlangsung di Kantor 
PLN UP3 Manado diikuti oleh pegawai 
serta mitra kerja PLN UP3 Manado dan 
berhasil mengumpulkan sebanyak 23 
kantong darah.

General Manager PLN UID Suluttenggo, 
Atmoko Basuki, kegiatan donor darah ini 
merupakan rangkaian kegiatan sosial PLN 
dalam menyambut Hari Listrik Nasional 
yang diperingati setiap 27 Oktober.

“Selain untuk memperingati sejarah 
penting kelistrikan di Indonesia, kegiatan 
ini menjadi simbol dari komitmen PLN 
untuk terus melayani masyarakat, tidak 
hanya melalui penyediaan energi listrik, 
tetapi juga melalui berbagai kegiatan ke-
manusiaan,” ujar Basuki.

Basuki juga menjelaskan acara ini di-
laksanakan dengan tujuan untuk mendu-
kung kebutuhan darah di Kota Manado, 
sekaligus sebagai wujud kepedulian so-
sial dan tanggung jawab PLN terhadap 
masyarakat.

"Kami berharap, darah yang terkumpul 
dapat membantu pasien yang membutuh-
kan dan menjadi bagian dari kontribusi 
kami dalam membantu sesama," harapnya.

Sementara itu, Mulke Gal Tumanken 
selaku Manager PLN UP3 Manado yang 
mendukung penuh pelaksanaan acara ini 
menambahkan bahwa kegiatan sosial se-

perti donor darah ini akan terus didorong 
dalam berbagai kesempatan.

“Ini adalah bagian dari dedikasi kami 
untuk memberikan dampak positif bagi 
masyarakat, serta memperkuat semangat 
kebersamaan di antara para pegawai dan 
mitra kerja PLN UP3 Manado,” ungkap-
nya.

Kegiatan donor darah ini berhasil 
mendapatkan respon positif dari para 
peserta, yang datang dengan semangat so-
lidaritas untuk berbagi. Palang Merah In-
donesia (PMI) Manado pun mengapresiasi 
kontribusi yang diberikan oleh PLN dan 
seluruh peserta acara dalam mendukung 
kebutuhan stok darah di kota Manado.

Dengan suksesnya penyelenggaraan 
acara ini, PLN UP3 Manado dan Serikat 
Pekerja DPD Suluttenggo berharap da-
pat terus menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan sosial yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas.

Selain memaksimalkan kebutuhan so-
sial, PLN juga telah menyediakan Aplikasi 
PLN Mobile yang dapat diunduh melalui 
Playstore atau Appstore. Untuk mengak-
ses layanan kelistrikan lainnya seperti 
pasang baru, tambah daya, pembelian 
token listrik dapat juga melalui Aplikasi 
ini, dengan PLN Mobile, semua makin 
mudah.*HJ

“Kami sangat menyadari sepenuhnya 
apa yang menjadi tugas pemerintah yakni 
menyejahterakan masyarakat. Kami akan 
mengusung visi kota Palu mantap ber-
kelanjutan yang akselaratif dan inovatif 
kolaboratif. Upaya yang kami lakukan 
adalah bagaimana mendorong akselarasi 
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, 
lebih cepat dengan memperhatikan ling-
kungan dan sosial,” kata Hadianto Rasyid 
di segmen 1 Debat Publik.

“Kita juga berusaha mendorong pe-
merintah yang makin inovatif, terbuka 
dan responsif dan tentu mampu menge-
fektifkan dan mengefisienkan apa yang 
menjadi upaya upaya kita bersama seluruh 
masyarakat dan stakeholder,” jelasnya 

menambahkan.
Menurut Hadianto, ada 6 program un-

tuk mengawal apa yang menjadi tujuan 
pembangunan yakni melakukan perce-
patan, melakukan inovasi, dan melakukan 
kolaborasi.

Enam Agenda tersebut yakni agenda 
pengembangan SDM, agenda lingkungan, 
pengembangan kota, agenda ekonomi, agen-
da pemerintahan dan agenda pelayanan.

“ Kami berharap ini bisa berjalan dengan 
baik, 6 agenda ini bisa betul- betul menjadi 
upaya kuat yang akan dilakukan oleh 
pemerintah kota Palu pada periode kedua 
nanti,” katanya.

Debat Publik terdiri dari 6 segmen dan 
diikuti oleh tiga pasangan calon.*WAN

Alim menjelaskan karakter iklim 
Sulteng  unik dibandingkan daerah 
lainnya di Indonesia, sebab provinsi ini 
masuk dalam kategori darah non-ZOM 
atau daerah dimana pola hujannya 
tidak memiliki perbedaan jelas antara 
musim hujan dan musim kemarau.

 Itu sebab itu hujan lokal lebih domi-
nan terjadi, meskipun secara umum be-
rada di musim kemarau. BMKG, kata 
dia, mengistilahkan kemarau basah.

 "Sulteng tidak memiliki dampak 

langsung terhadap kemarau, sehingga 
aktivitas masyarakat tidak terganggu. 
Salah satu contoh, sektor pertanian 
tetap melakukan kegiatan bertani," 
ujarnya.

 Menurut catatan BMKG, kata dia, 
bencana hidrometeorologi sangat ber-
dampak pada kehidupan masyarakat. 
Oleh karena itu wilayah-wilayah yang 
berpotensi menimbulkan dampak 
yakni daerah rawan bencana, salah 
satunya Kabupaten Sigi diprediksi 

dominan mengalami bencana hidro-
meteorologi.

 "Sigi masih dominan berpotensi 
terdampak bencana hidrometeoro-
logi, terutama banjir. Disusul Ka-
bupaten Parigi Moutong, Donggala, 
sebagian wilayah Kabupaten Banggai 
dan Poso. Guna mengantisipasi anca-
man bencana dibutuhkan kolaborasi 
lintas sektor melakukan penanganan 
Daerah Aliran Sungai (DAS)," tutur 
Alim. ANT

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) meminta 
pemerintah kabupaten/
kota di daerah setempat 
menyusun Rencana Aksi 
Daerah (RAD) penyeleng-
garaan pelayanan kepemu-
daan dan  roadmap  atau 
peta jalan desain olahraga 
daerah tahun 2025-2029.

"Berdasarkan peraturan 
Menteri Pemuda dan Olah-
raga Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2023 ten-
tang Tata cara penyusunan 
desain olahraga daerah, 
bahwa pemerintah dae-
rah baik provinsi maupun 
kabupaten dan kota wajib 
menyusun peta jalan desain 
olahraga tahun 2021-2045 
secara periode," kata  Ke-
pala Badan Perencanaan 
Pembangunan  Daerah 
(Bappeda) Provinsi Sulteng 
Christina Shandra Tobondo 
di Palu, Selasa .

Ia menyampaikan hal 
tersebut pada kegiatan coa-
ching  dan  mentoring  pe-

nyusunan RAD penye-
lenggaraan pe layanan 
kepemudaan dan  road-
map desain olahraga daerah 
kabupaten dan kota tahun 
2025-2029. Kegiatan  coa-
ching  dan  mentoring  ber-
tujuan memberikan advok-
asi dan asistensi melalui 
bimbingan teknis kepada 
pemerintah kabupaten dan 
kota se-Sulteng.

Ia menuturkan bahwa pe-
muda adalah warga negara 
Indonesia yang berusia 16 
sampai 30 tahun sebagaima-
na diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 tahun 
2009 tentang kepemudaan.

Berdasarkan survei So-
sial Ekonomi Nasional (So-
senas) tahun 2023, kata 
dia, menunjukkan populasi 
pemuda di Indonesia men-
capai sekitar 64,16 juta jiwa 
atau setara dengan 23,18 
persen dari total penduduk.

Sementara jumlah pe-
muda di Sulawesi Tengah 
pada usia 16 sampai 30 ta-
hun, sebanyak 808.435 ribu 

jiwa dari total penduduk 
Sulteng.

"Selain itu, Indeks Pem-
bangunan Pemuda (IPP) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
tahun 2024 adalah 60,00 dan 
meraih peringkat pertama 
secara nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa 
pada Pekan Olahraga Na-
sional (PON) Aceh-Sumut 
tahun 2024, kontingen Su-
lawesi Tengah menorehkan 
peningkatan prestasi yang 
signifikan dengan perole-
han delapan medali emas, 
tujuh medali perak dan 
20 medali perunggu yang 
menempatkan Sulteng pada 
peringkat 18 dari 39 kon-
tingen.

Untuk itu, kata Christina, 
pembangunan kepemudaan 
harus mendapatkan perha-
tian intens baik pemerintah 
pusat maupun daerah ka-
bupaten/kota se-Sulteng.

"Perangkat daerah ka-
bupaten/kota yang belum 
menyusun RAD pelayanan 
kepemudaan dan desain 

olahraga agar segera men-
yusunnya," katanya.

Sementara itu, Asisten 
Deputi Kepeloporan Ke-
menpora RI Mohamad Ads-
an menyampaikan bahwa 
rencana aksi daerah adalah 
rencana aksi produksi ka-
bupaten/kota yang berisi 
program kegiatan kepemu-
daan guna mewujudkan 
sumber daya pemuda yang 
berkualitas dan berdaya 
saing.

"Tujuan pembangunan 
kepemudaan, yakni untuk 
mewujudkan pemuda yang 
beriman dan bertakwa ke-
pada Tuhan yang maha esa, 
berakhlak mulia, cerdas, 
inovatif, demokratis, ber-
tanggung jawab, berdaya 
saing serta memiliki jiwa 
kepemimpinan," katanya

Ia menyampaikan bahwa 
peran pemuda sangat pen-
ting dalam pembangunan 
nasional, yakni sebagai ke-
kuatan moral, memperkuat 
iman dan ketahanan spiri-
tual, dan kontrol sosial. ANT 

Pemprov Sulteng Minta Kabupaten/Kota 
Susun RAD Pelayanan Kepemudaan

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng Christina Shandra 
Tobondo. FOTO: ANTARA/HO-HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Buol, Sulawesi Teng-
ah meningkatkan kualitas 
jaringan telekomunikasi 
dengan melakukan pem-
bangunan sejumlah menara 
atau base transceiver station 
(BTS) di empat kecamatan 
di daerah itu.

Sekretaris Daerah Kabu-
paten Buol Dadang di Desa 
Leok I, Selasa, mengatakan 
pembangunan menara tele-
komunikasi itu dilakukan 
oleh PT Daya Mitra Teleko-
munikasi.

"Pertemuan ini guna 
membahas penataan ruang 

dalam pembangunan me-
nara telekomunikasi atau 
BTS," kata dia.

Ia mengemukakan un-
tuk pembangunan menara 
telekomunikasi itu sudah 
mendapatkan izin dari pe-
merintah pusat.

"Tentunya dengan forum 
ini tetap perlu dilakukan 
evaluasi untuk memasti-
kan pembangunan sesuai 
dengan tata ruang dan pera-
turan lingkungan yang ber-
laku, sehingga pemerintah 
daerah dapat mengeluarkan 
rekomendasi agar pem-
bangunan berjalan sesuai 
aturan," ucapnya.

Ia mengatakan pemban-
gunan menara tersebut 
harus dapat menjangkau 
sejumlah wilayah di daerah 
itu guna mendukung dan 
meningkatkan kualitas ja-
ringan telekomunikasi.

"Harapannya PT Daya 
Mitra Telekomunikasi dapat 
memaparkan rencana pem-
bangunan yang akan men-
dukung kualitas jaringan di 
Kabupaten Buol," katanya.

Ia menjelaskan perusa-
haan itu telah memperoleh 
persetujuan kesesuaian ke-
giatan pemanfaatan ruang 
(PKKPR) dari pemerintah 
pusat dan provinsi.

"Jadi walaupun sudah 
ada persetujuan dari pe-
merintah pusat dan provinsi 
tapi tetap harus evaluasi 
lebih lanjut di tingkat ka-
bupaten tetap diperlukan 
tentunya," katanya.

Pembangunan menara 
telekomunikasi di Kabu-
paten Buol, yaitu Desa Ko-
dolagon, Kecamatan Bokat, 
Desa Bunobogu Selatan, 
Kecamatan Bunobogu, 
Desa Lokodidi, Kecamatan 
Gadung, dan Kecamatan 
Momunu sehingga tujuan 
meningkatkan akses tele-
komunikasi di Kabupaten 
Buol dapat tercapai.

Buol Tingkatkan Kualitas Jaringan 
Telekomunikasi di Empat Wilayah

Perwakilan PT Daya Mi-
tra Telekomunikasi Moh 
Luthf i  mengharapkan 
pembangunan BTS  akan 
meningkatkan kualitas ja-
ringan telekomunikasi di 
daerah blank spot di Kabu-
paten Buol.

"Ini untuk mendukung 

infrastruktur teknologi di 
masa depan serta mem-
perbaiki akses internet dan 
sinyal ponsel di daerah itu," 
katanya.

Dia menjelaskan proyek 
tersebut juga mencakup 
sistem pemantauan kualitas 
jaringan di wilayah yang 

masih mengalami gang-
guan.

" D e n g a n  k o m i t m e n 
bersama, diharapkan pem-
bangunan BTS ini dapat 
memberikan dampak positif 
bagi akses komunikasi dan 
teknologi di Kabupaten 
Buol," ujarnya. ANT

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Buol Dadang memimpin Rapat Forum Penataan Ruang untuk 
membahas pembangunan menara telekomunikasi (BTS) oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi di Ka-
bupaten Buol, Selasa (22/10/2024). FOTO: ANTARA/DISKO
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Prof Rajindra menegaskan 
bahwa transformasi digital 
tidak hanya berkaitan den-
gan bidang teknologi infor-
masi, tetapi juga merambah 
ke berbagai sektor kehidu-
pan, termasuk ek-
onomi, industri, 
dan sosial. 

“Oleh karena 
i t u , 

mahasiswa di Unismuh 
Palu diharapkan tidak ha-
nya fokus pada keahlian te-
knis, tetapi juga memahami 
dampak transformasi digital 
secara holistic,”sebut Prof 

Rajindra, belum lama ini.
Prof Rajindra mengu-

raikan, bahwa kece-
patan perkembangan 
teknologi mewajib-
kan mereka untuk 
selalu mengikuti per-
kembangan terbaru. 

Mahasiswa diha-
rapkan men-

j a d i  a g e n 
perubahan 

yang 

Rektor Unismuh Palu Dorong Mahasiswa Kuasai Teknologi
SULTENG RAYA - Rektor Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) Palu Prof. Dr. 
H. Rajindra, SE., MM, memberikan doron-
gan kepada mahasiswa di kampus itu  untuk 
menguasai teknologi demi mempersiapkan 
diri menghadapi masa depan.

pan, termasuk ek-
onomi, industri, 
dan sosial. 

“Oleh karena 
i t u , 

Rajindra, belum lama ini.
Prof Rajindra mengu-

raikan, bahwa kece-
patan perkembangan 
teknologi mewajib-
kan mereka untuk 
selalu mengikuti per-
kembangan terbaru. 

Mahasiswa diha-
rapkan men-

j a d i  a g e n 
perubahan 

yang 

proaktif, mampu mencip-
takan solusi inovatif untuk 
menanggapi perubahan 
yang terus berlangsung di 
dunia global.

Selain itu kata Prof Rajin-
dra, literasi digital juga san-
gat penting bagi mahasiswa. 
Kemampuan untuk me-
milah, menganalisis, dan 
menyusun informasi digital 
menjadi keterampilan yang 
esensial. Oleh karena itu, 
Kampus Biru ini  berko-
mitmen untuk memberikan 
edukasi yang mendalam 
terkait literasi digital agar 
mahasiswa dapat mengelola 

informasi dengan bijak dan 
bertanggung jawab.

Dalam perspektif karir, 
Rektor menggarisbawahi 
bahwa mahasiswa yang 
menguasai teknologi me-
miliki peluang lebih besar 
untuk memasuki industri 
yang berkembang pesat, 
seperti teknologi informasi, 
kecerdasan buatan, dan in-
dustri kreatif. 

Rektor juga meminta 
peran dosen sebagai fasilita-
tor utama dalam mengakse-
lerasi penguasaan teknologi 
mahasiswa. Melalui pela-
tihan dan pengembangan 

profesional, dosen diharap-
kan dapat menjadi mentor 
yang efektif, membimbing 
mahasiswa dalam men-
gembangkan keterampilan 
teknologi yang diperlukan 
di dunia kerja.

Lebih jauh, Prof. Rajindra 
menyoroti bahwa pemaha-
man mendalam terhadap 
teknologi akan memberi-
kan mahasiswa keunggulan 
kompetitif di pasar kerja glo-
bal. Dengan adanya integra-
si teknologi dalam kuriku-
lum, Unismuh berkomitmen 
untuk menciptakan lingkun-
gan belajar yang kondusif 

bagi pengembangan potensi 
mahasiswa dalam meng-
hadapi perubahan dunia 
yang semakin dinamis.

Rektor juga menekankan 
peran mahasiswa sebagai 
agen perubahan yang dapat 
menghadirkan solusi inova-
tif untuk berbagai tantangan 
yang dihadapi masyarakat. 
Oleh karena itu, keberani-
an untuk mengadopsi dan 
menguasai teknologi menja-
di kunci dalam menggalang 
potensi mahasiswa untuk 
berkontribusi pada pem-
bangunan berkelanjutan dan 
kemajuan masyarakat. ENG

Aksi ratusan siswa itu dii-
kuti sejumlah guru, alumni, 
dan orang tua peserta didik 
dan diterima oleh anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah yakni Hidayat Pa-
kamundi (Demokrat),  I 
Nyoman Slamet (PDIP), 
dan Marselinus (Perindo), 
didampingi Sekretarsi Dinas 
Pendidikan Sulteng, Asrul, 
dan Kabid SMK Dinas Pen-
didikan Sulteng, Zulfi kar Is 
Paudi. Para siswa ini meng-
aku dipaksa dan diwajibkan 
mengikuti kursus bahasa 
Inggris dengan biaya se-
besar Rp250 ribu persiswa 
perbulan. Jika tidak mengi-
kuti kursus diancam mata 
pelajaran bahasa Inggrisnya 
tidak lulus.  

Kursus bahasa Inggris ini 

di luar mata pelajaran baha-
sa Inggris yang disediakan 
sekolah, namun dilaksana-
kan di jam sekolah dan juga 
di lingkungan sekolah yang 
melibatkan lembaga kursus 
bahasa Inggris. Imbasnya 
tidak hanya peserta didik 
yang mengeluh, namun 
juga sejumlah guru mata 
pelajaran karena merasa jam 
mengajarnya berkurang dan 
bergeser.

Diantaranya adalah se-
orang Guru Mata Pelajaran 
Agama, H. Moh. Dalil, S.Ag., 
MA, mengaku jam menga-
jarnya berkurang dan ber-
geser karena diambil jamnya 
oleh lembaga kursus bahasa 
Inggris. Bahkan jam menga-
jarnya diberikan di jam-jam 
saat orang Salat Ashar.  “Itu 

SULTENG RAYA- Ke-
pala SMKN 2 Palu, Loddy 
Surentu membantah jika di-
rinya melakukan pungutan 
di sekolah itu melalui skema 
Kursus Bahasa Inggris yang 
melibatkan lembaga kursus 
dari luar sekolah, sebab hal 
itu dimunkinkan dilakukan.

Katanya, ada perbedaan 
antara SMA dan SMK, lu-
lusan SMA dipersiapkan 
untuk melanjutkan pendi-
dikan ke perguruan tinggi, 
sementara lulusan SMK 
dipersiapkan untuk mema-
suki dunia kerja, salah satu 
yang menunjang dalam du-
nia kerja itu adalah kemam-
puan berbahasa Inggris.

Itulah katanya, dirinya 
mengambil inisiatif me-
libatkan lembaga kursus 
dari luar sekolah untuk me-
ningkatkan kapasitas dan 
kemampuan peserta didik 
dalam berbahasa Inggris 
sebagai persiapan mema-
suki dunia kerja, karena jika 
hanya mengandalkan mata 
pelajaran bahasa Inggris 
yang diterima peserta didik 
di dalam kelas dinilai tidak 
cukup. 

Terlebih sudah ada kese-
pakatan yang dibangun an-
tara pihak sekolah dengan 
orang tua peserta didik, se-
hingga tidak ada alasan 
hal itu diributkan 
lagi .  Terkait 
besaran pem-
biayaan, itu 
adalah kese-
pakatan an-
tara orang 
t u a 
p e -

serta didik dengan pihak 
lembaga kursus. “Sekolah 
tidak terlibat di situ, karena 
itu antara lembaga kursus 
dan orang tua peserta di-
dik,”sebut kepala sekolah, 
Kamis (24/10/2024).

Kepsek melanjutkan, ter-
kait kegiatan itu dilaksana-
kan di jam sekolah adalah 
bagian dari strategi, karena 
ada sejumlah orang tua 
peserta didik tidak setuju 
jika dilaksanakan di luar 
jam sekolah, karena selain 
peserta didik telat pulang 
juga dipastikan akan ber-
tambah beban uang jajan. 
“Itu keinginan orang tua, 
sehingga kami mengambil 
itu,”ujarnya.

Kondisi itu dipastikan ti-
dak ada mata pelajaran yang 
dikorbankan, karena selama 
ini telah berjalan dengan 
baik. “Jika ada guru yang 
merasa dirugikan, kenapa 
baru saat ini merasa dirugi-
kan, sebelumnya kok tidak 
ada komplen,”sebutnya.  

Ia juga memastikan akan 
mematuhi instruksi Dinas 
Pendidikan Provinsi Sula-
wesi Tengah untuk meng-
hentikan sementara kursus 
bahasa Inggris hingga ada 
keputusan dari tim yang 
telah dibentuk. “Pastinya 
kami akan mematuhi semua 

instruksi Dinas Pen-
didikan, termasuk 

nantinya hasil 
kerja dari tim 
yang diben-
tuk,”sebut-
nya. ENG

Kepala SMKN 2 Palu 
Bantah Lakukan Pungutan
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PARA peserta didik SMKN 2 Palu menyampaikan aspirasinya di depan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (24/10/2024). 
FOTO: AMILUDDIN

Siswa SMKN 2 Palu Demo Minta Kepsek Dipecat

SULTENG RAYA- Ratusan peserta didik 
SMKN 2 Palu Kelas X melakukan aksi de-
monstrasi ke DPRD Provinsi Sulawesi Ten-
gah, menuntut agar kepala sekolahnya dipe-
cat dari jabatnya, karena dinilai melakukan 
pengutan di sekolah melalui skema kursus 
bahasa Inggris.

sangat mengganggu proses 
belajar mengajar,”sebutnya, 
Kamis (24/10/2024).

Selain itu, Ia juga meng-
aku mendapatkan diskri-
minasi dari kepala sekolah 
dengan cara tidak menan-
datangani sertifikasinya 
selama tiga bulan, hanya 
kerena melaksanakan um-
roh ke tanah suci, sementara 
itu adalah haknya sebagai 
seorang pendidik dari ne-
gara. Akibatnya selama itu 
juga dia tidak menerima 
dana sertifi kasi.

Hal yang sama diutara-
kan oleh Drs. Moh. Baso, 
mengaku sangat terganggu 
dengan adanya kursus ba-
hasa Inggris itu, karena se-
lain menggunakan fasilitas 
negara juga dilaksanakan 
di jam-jam sekolah yang se-
mestinya lebih diproritaskan 
mata pelajaran yang disedia-
kan oleh sekolah.

Tidak hanya itu, Ia juga 
menuturkan persoalan kan-
tin, katanya di kantin se-
kolah ada pengutan Rp15 
ribu perhari untuk setiap 
pengelolah kantin, pun-
gutan ini juga berlaku bagi 

pedagang yang menitipkan 
barangnya di kantin atas 
nama kesejahteraan guru. 
“Tapi kenyataannya kita ti-
dak tau itu uang digunakan 
untuk apa,”sebut Baso.

Di tempat yang sama, per-
wakilan orang tua peserta 
didik, Ira, pada dasarnya Ia 
menilai bagus dengan ada-
nya kursus bahasa Inggris 
itu, karena ini adalah bagian 
dari upaya sekolah men-
dorong peserta didiknya 
bisa berhubungan dengan 
global melalui bahasa In-
ggris. 

Namun di sekolah itu su-
dah ada pendidikan bahasa 
inggris secara formal yang 
diajarkan di kelas. Olehnya 
kursus bahasa inggris ini 
harusnya sifatnya opsional, 
bukan hal wajib bagi setiap 
peserta didik. Apa lagi bagi 
perserta didik yang sudah 
menjadi penutur aktif ba-
hasa Inggris. “Anak saya 
itu sudah menjadi penutur 
bahasa Inggris aktif, tapi 
karena ini adalah wajib, 
maka anak saya juga ter-
paksa mengikuti program 
ini,”sebutnya. 

Ira juga mengaku jika 
sebelumnya tidak ada ke-
sepakatan antara orang tua 
peserta didik dengan pihak 
sekolah terkait kursus baha-
sa Inggris ini. “Pertemuan 
sebelumnya dengan orang 
tua siswa tidak ada kese-
pakatan menyutujui kursus 
itu,”ujarnya.

Perwakilan orang tua 
lainnya, Imam mengatakan 
hal yang sama, jika tidak 
ada kesepakatan sebelum-
nya antara orang tua pe-
serta didik dengan pihak 
sekolah, yang ada hanyalah 
sosialisasi itupun hanya 
sekali, itupun sebelum pen-
gumuman kelulusan. “Jika 
ada yang mengatakan ada 
kesepakatan, itu tidak be-
nar,”sebut Imam. 

Namun kata Imam, saat 
pendaftaran ulang sudah 
ada meja pendaftaran kur-
sus bahasa Inggris yang juga 
harus didatangi oleh orang 
tua peserta didik.

Atas kondisi tersebut, 
DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah melalui I Nyoman 
Slamet menyerahkan ke-
pada Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Tengah 
melakukan langkah-lang-
kah penanganan untuk 
menyelesaikan persoalan 
tersebut melalui tim yang 
telah dibentuk.

Asrul selaku Sekretaris 
Dinas Pendidikan meminta 
diberikan waktu untuk be-
kerja bersama timnya yang 
terdiri dari Sekretaris Dinas 
Pendidikan, Kabid SMK, 
dan Kacapdis untuk menu-
lusuri persoalan ini.

“Berikan kami waktu, 
kami di sini tidak membela 
dan menyalahkan siapa-sia-
pa, kami memastikan objek-
tif,”sebut Asrul.

Untuk sementara wak-
tu, Asrul meminta Kepala 
SMKN 2 Palu, Loddy Suren-
tu agar kursus bahasa Ing-
gris tersebut dihentikan 
sampai ada hasil dari 
tim yang dibentuk 
oleh Dinas Pendidi-
kan Provinsi Su-
lawesi Tengah. 
ENG


